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P U T U S A N

No.   39 /  G /  2009/  PTUN. SMD

DEMI KEADILAN  BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Samar inda  yang  

memeriksa ,  memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  

Usaha  Negara  pada  t i ngka t  per tama  dengan  acara  

pemer iksaan  biasa ,  te lah  memutuskan  sebaga i  ber i ku t  

da lam perkara  anta ra  :  

SYAMSU   ARJANI,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker jaan  Swasta ,  Alamat   J l .  

Raya Samar inda  – Tenggarong  No.  

129  RT. I I  C  Desa  Jembayan  

Kecamatan  Loa  Kulu  Kabupaten  

Kuta i  Kar tanegara  Kal imantan  

Timur ,   se lan ju t nya  d isebu t  

sebaga i   PENGGUGAT;

M e l  a w a n :

KEPALA DESA JEMBAYAN,  Berkedudukan  di  Desa  Jembayan,  

Kecamatan  Loa  Kulu ,  Kabupaten  

Kuta i  Kar tanegara  Kal iman tan  

Timur , .

Dalam hal  in i  member ikan  kuasa  

kepada  :

ALMAIDA  GALUNG,  S.H. ,  

Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker jaan  Advokat /Konsu l t an  

Hukum,  Alamat  pada  Kantor  

Advokat  ALMAIDA   GALUNG,  S.H.  

&  Rekan,  Ja lan  Padat  Karya ,  
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Gang  Pelang i  Nomor  27  RT.  08,  

Kelu rahan  Sempaja  Utara ,  

Kecamatan   Samar inda  Utara ,  

Kal iman tan  Timur ,  Berdasarkan  

Sura t  Kuasa  Khusus,   tangga l  

22  Februar i  2010,  se lan ju t nya  

d isebu t   TERGUGAT;

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  te rsebu t ;

Telah  membaca  ;

Penetapan   Ketua  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Samar inda   No.  39/G/2009 /PTUN.SMD,   Tangga l  23 

Desember  2009,  Tentang  Penunjukan  Maje l i s  Hakim;

Penetapan   Ketua  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Samar inda   No.  39  /  PEN –  DIS/2010 /PTUN.  SMD,  

Tanggal  23  Desember  2009,  ten tang  Penetapan  dengan  

Acara  Biasa ;  

Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  NO :  39/PEN  –  PP  /

2009  /PTUN.  SMD,     28  Desember  2009,  ten tang  

Pemer iksaan  Pers iapan ;  

Penetapan  Ketua  Maje l i s  Hakim No.  39/  PEN.  KMH – SP /  

2009/  PTUN.  SMD,   tangga l   21  Januar i   2010,  

ten tang  Penetapan  Har i  Sidang  Per tama. ;  

Telah  membaca  berkas - berkas  perkara  gugatan  yang  

bersangku tan  da lam sengketa  in i ;

Telah  membaca  Ber i t a  Acara  Pemer iksaan  Pers iapan ,  

Ber i t a  Acara  Pers idangan ,  dan  membaca  bukt i - bukt i  

sura t ,  dan  mendengar  kete rangan  saks i - saks i   yang  

dia jukan  oleh  Penggugat  dan  Terguga t ,  ser ta  te lah  

mendengar  kete rangan  dar i  kedua  belah  p ihak  yang  

bersengke ta  d i  pers idangan ;  
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TENTANG DUDUK PERKARA.

Bahwa Penggugat  da lam gugatannya   te r t angga l  21 

Desember    2009,  yang  dida f t a r kan  di  Kepani te raan  

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Samar inda  pada  tangga l  21 

Desember  2009,  dan  perba i kan  Gugatan  d i te r ima  tangga l  

21 Januar i  2010,  dengan  Regis te r  Nomor  39/G/2009 /PTUN.  

SMD, dengan  mengemukakan  alasan- alasan  gugatan  sebaga i  

ber i ku t :  

Adapun  yang  menjad i  obyek  gugatan  da lam  perka ra  in i  

ada lah  Sura t  Keputusan  Kepala  Desa  Jembayan  No.  

141/154 /SK.RT/JBY/X/2009  Tangga l  19  Oktober  2009  

ten tang  Pengangkatan  Ketua  Rukun  Tetangga  (RT)  

Dalam Wilayah  Desa Jembayan,  yang   d ike l ua rkan  oleh  

Terguga t ,

Adapun  yang  menjad i  alasan  Penggugat  adalah  sebaga i  

ber i ku t  :

Bahwa Sura t  Keputusan  te rsebu t  baru  d ike tahu i  oleh  

Penggugat  pada  tangga l  19  Oktober  2009  seh ingga  

sesua i  dengan  keten tuan  Undang  -  undang  No.5  tahun  

1986 ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  dan Undang  

-  undang  No.9  tahun  2004  ten tang  Perubahan  Atas  

Undang -  undang  No.5  tahun  1986 dan Undang -  undang  

No.  51  tahun  2009  ten tang  Perubahan  ke  2  Undang  -  

undang  No.5  tahun  1986 gugatan  dia jukan  masih  dalam 

tenggang  waktu  untuk  menggugat .

Bahwa  dengan  dike lua rkannya  Sura t  Keputusan  Nomor  :  

141/154 /SK.RT/JBY/X/2009  Tangga l  19  Oktober  2009  

ten tang  Pengangkatan  Ketua  Rukun  Tetangga  (RT)  

Dalam  Wilayah  Desa  Jembayan  oleh  Tergugat ,  

Kepent i ngan  Penggugat  di rug i kan  :  

Penggugat  te l ah  d ibe rhen t i k an  o leh  Tergugat  Selaku  
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Ketua  RT I I  C Desa  Jembayan  Berdasarkan  Sura t  

Keputusan  Nomor:  141/154 /SK.RT/JBY/X /2009  

Tanggal  19  Oktober  2009  ten tang  Pengangkatan  

Ketua  Rukun  Tetangga  (RT)  Dalam  Wilayah  Desa 

Jembayan  tanpa  mengiku t i  prosedur  yang  benar  

sesua i  dengan  pera tu ran  dan  keten tuan  yang  

ber laku ;

Akiba t  dar i  Pemberhent i an  Penggugat  se laku  Ketua  RT 

I I  C Desa  Jembayan,  secara  f i nans ia l  Penggugat  

mengalami  kerug ian  berupa  :  

Insens t i f  Ketua  RT sebesar  Rp.  350.000 , -  per  

bu lan .  

Dana Operas iona l  Ketua  sebesar  RT Rp.  300.000 , -  

per  bu lan

Dana Operas iona l  dar i  Forum Pemerhat i  Kecamatan  

Loa  Kulu  Tingka t  Desa  Jembayan  sebesar  Rp.  

250.000 , -                    per  bulan  

Pendapatan  dar i  Akt i v i t a s  se laku  Ketua  RT 

seper t i  survey  lokas i ,  fee  dar i  warga  dan  

la i n - la i n  puku l  ra ta  sebesar  

Rp.  500.000 , -  per  bu lan .  

Pemberhent i an  in i  menjad ikan  'puku lan  bera t  I  

pelecehan '  te rhadap  di r i  Penggugat  maupun 

sebag ian  warga  R  T  I I  C  la i nnya  yang  

menging inkan  keh idupan  demokra t i s  da lam 

masyaraka t .  

Akiba t  dar i  pemberhent i an  Penggugat  se laku  Ketua  RT 

I I  C  Desa  Jembayan  Penggugat  t i dak  b isa  

meneruskan  pengawasan  dan  pengawalan  te rhadap  

Program  Anggaran  Dana  Desa  (ADD)  yang  te l ah  

Penggugat  per juangkan  bersama- sama  dengan  
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sebag ian  warga  RT I I  C la i nnya ,  d imana  beberapa  

proyek  yang  te lah  d ip rog ramkan  mela lu i  

Musrenbang  t i dak  d i l aksanakan  oleh  Kantor  Desa 

dan  di tuka r  dengan  program la i n  yang  sebenarnya  

be lum pemah dimusyawarahkan  dalam Musrenbang.  

IV . Berdasarkan  Pera tu ran  Daerah  Kabupaten  Kuta i  

Kar tanegara  No.8  tahun  2006  ten tang  Badan 

Permusyawara tan  Desa,  Bab I  Keten tuan  Umum Pasa l  1 

(8 ) ,  berbuny i  :  Rukun  Tetangga  ada lah  Organ isas i  

Masyaraka t  d i  DesaIKe lu rahan  yang  diaku i  oleh  

Pemer in tah  dan  memi l i k i  batas - batas  wi layah  ker ja  

da lam suatu  wi layah  ser ta  ber tanggung  jawab  kepada  

Pemer in tah  Desa/Ke lu rahan .  

Isu  po l i t i k  yang  di j ad i kan  alasan  untuk  

memberhent i kan  Penggugat  oleh  Terguga t  te rkesan  

emosiona l ,  tendens ius  dan  ber tu j uan  

mengkr im ina l i s as i  dan pembunuhan karak t r e r  te rhadap  

di r i  Penggugat .  

Isu  yang  dimuncu lkan  bahwa  Penggugat  t i dak  mau 

melayan i  masyaraka t  dalam  pengurusan  sura t  

tanah /su ra t  kepemi l i k an  dan  KK/KTP  sebetu lnya  

adalah  i su  lama  yang  sebenamya sudah  te rse l esa i kan  

ba ik  pada  t i ngka t  Kepala  Desa  Jembayan  maupun 

Kecamatan  Loa  Kulu  dan  sudah  dimusyawahkan  dan  

dinya takan  masalah  te rsebu t  t i dak  per lu  

d ipe rpan jang  oleh  warga  RT I I  C Desa  Jembayan.  

Kasus  in i  bermula  ket i ka  kek is ruhan  te r j ad i  anta ra  

sebag ian  besar  warga  Desa  Jembayan  yang  memprotes  

kete r l i b a t an  Tergugat  (Kepa la  Desa  Jembayan  Bp.  

Jayad i )  yang  te r l i b a t  da lam  urusan  kebohongan  

publ i k  d imana  pada  waktu  Tergugat  mencalonkan  di r i  

se laku  baca lon  dan  balon  Kepala  Desa  Jembayan  
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Terguga t  mengaku  t i dak  pemah  dihukum  namun 

kenyataannya  pemah dihukum karena  kasus  perampokan  

(Sesua i  Keputusan  Pengad i l an  Neger i  Samar inda  :  

Pet i kan  Putusan  No.  368/P id . /   1999/PN.Smda tangga l  

27  Mei  1999  bahwa  Tergugat  /  Jayad i  b in  Slamet  

bersa lah  melakukan  Tindak  Pidana  :  "Pencur i an  

dengan  kekerasan  da lam  keadaan  memberatkan  dan  

penadahan) .  

Akiba t  dar i  ke jad ian  ted rsebu t  Terguga t  hampi r  

sek i t a r  8  (de lapan)  bu lan  t i dak  masuk  kanto r  dan  

stempel  Kepala  Desa Tergugat  di ta r i k  o leh  Camat  Loa  

Kulu  dan  dise rahkan  kepada  sta f  Kantor  Desa 

Jembayan  dan  atas  perse tu j uan  Badan  Permusyara tan  

Desa  (BPD)  Desa  Jembayan.  Otomat i s  pada  saat  i t u  

sesua i  dengan  rekomendas i  p ihak  Camat  Loa Kulu  yang  

menangani  urusan  pemer in tahan  di  Desa  Jembayan  

adalah  Sta fDesa  Jembayan  dengan  dukungan  BPD.Desa  

Jembayan.  

Dalam pemberhent i an  Penggugat  se laku  Ketua  RT I I  C 

Desa  Jembayan  oleh  Tergugat  t i dak  d i temukan  

kr i t e r i a  yang  ber laku  mut lak  untuk  memberhent i kan  

Penggugat  da lam pos is i  sebaga i  Ketua  R T I I  C Desa 

Jembayan  karena  Penggugat  t i dak  melakukan  hal - hal  

seper t i  :  

Tidak  melakukan  pengunduran  di r i  ;

Tidak  melakukan  kesa lahan  fa ta l  I  fundamenta l  I  

pr ins i p ;

Tetap  melaksanakan  tugas  sebaga imana  mest inya  ;

V.  Berdasarkan  Sura t  Keputusan  Kepala  Desa  Jembayan  

Nomor:  141/05 /SK.RT/JBY/ IX /2007  Tanggal  03  September  

2007 ten tang  Pengangkatan  Ketua  Rukun Tetangga  (RT)  

Dalam  Wilayah  Oesa  Jembayan  jaba tan  Penggugat  
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se laku  Ketua  RT I I  C Desa Jembayan ber laku  Semenjak  

Sura t  Keputusan  te rsebu t  d ibua t  sampai  dengan  

tangga l  03  September  2013.  Dengan  demik ian  sampai  

saat  in i  Penggugat  seharusnya  te tap  berhak  

menduduk i  jaba tan  se laku  Ketua  RT  I I  C  Desa 

Jembayan  sesua i  Sura t  Keputusan  Kepala  Desa 

Jembayan  Nomor  :  141/05 /SK.RT/JBY/ IX /2007  Tangga l  

03  September  2007  ten tang  Pengangkatan  Ketua  Rukun  

Tetangga  (RT)  Dalam Wilayah  Desa Jembayan te rsebu t ;

(  Lampi ran  Nomor:  01  /  SK Kades  Jembayan  Nomor:  

141/05  /SK.RT /JBY/  IX /2007  /  fo tokop i  )  

VI .  Ber i ku t  in i  ada lah  Krono log i s  ke jad ian  

pemberhent i an  Penggugat  se laku  Ketua  RT I I  C Desa 

Jembayan oleh  Tergugat  :  

Pada  tangga l  18  Oktober  2009  (har i  Minggu) ,  

Penggugat  mendapat  Sura t  Panggi l an  /  Undangan  

dar i  Kepala  Dusun  1  Margasar i  Desa  Jembayan  

yang  mana sura t  te rsebu t  ber tangga l  19  Oktober  

2009  (har i  Senin ) .  Adapun  is i  sura t  te rsebu t  

mengundang  Penggugat  se laku  Ketua  RT 11  C Desa 

Jembayan  untuk  datang  ke  Kanto r  Badan 

Permusyawara tan  Desa  (BPD)  Desa  Jembayan  pada  

tangga l  19  Oktober  2009  har i  Senin ) ,  per iha l  

ten tang  penggant i an  Ketua  RT  11  C  Desa 

Jembayan.  

(  Lampi ran  Nomor  :  02  /  Sura t  Undangan  dar i  

Kepala  Dusun  1  Margasar i  Desa  Jembayan  /  

fo tokop i  )  

Pada  tangga l  19  Oktober  2009,  Penggugat  datang  ke  

Kantor  BPD Desa  Jembayan  dengan  menyer takan  12 

(dua  be las )  orang  Tokoh  Masyaraka t ,  Tokoh  

Pemuda ser ta  warga  masayaraka t  RT I I  C.  Mereka  
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hadi r  ke  Undangan  in i  ada lah  karena  persoa lan  

yang  akan  dib i ca rakan  adalah  soa l  penggant i an  

Ketua  RT  n  C.  Berdasarkan  Pera tu ran  Daerah  

Kabupaten  Kuta i  Kar tanegara  No.8  tahun  2006  

ten tang  Badan  Permusyawara tan  Desa,  Bab  I  

Keten tuan  Umum Pasal  I  (8 ) ,  berbuny i  :  “Rukun  

Tetangga  ada lah  Organ isas i  Masyaraka t  dan  

karena  i t u  pemberhent i an  Ketua  RT  harus  

d imusyawarahkan  dengan  tokoh  Masyaraka t ,  tokoh  

Pemuda dan warga  la i nnya .  

Rapat  d imula i  pada  jam  10.00  wi te  dan  dip imp in  

o leh  Ketua  BPD Desa Jembayan (  Bpk.  Anton  ) .  

Pimpinan  Rapat  t i dak  mau  menje laskan  ten tang  

masalah  penggant i an  Ketua  RT  I I  C  seper t i  

te r t e r a  dalan  Undangan  karena  t i dak  mau rapa t  

in i  dihad i r i  o leh  warga  RT  I I  C,  sementara  

warga  te tap  bers i ke ras  bahwa  urusan  

pengangkatan  ataupun  pemberhent i an  Ketua  RT 

adalah  hak  warga  dan  oleh  karena  i t u  mereka  

berhak  untuk  te tap  hadi r .  Akhi rnya  Rapat  

d i tu t up  pada sek i t a r  ± jam 11.00  wi te .  

(  Lampi ran  nomor  03  /  Notu len  Rapat  di  Kanto r  

BPD Tgl .   19 Oktober  2009 /  fo tokop i  )  

Pada sore  har i  tangga l  19 Oktober  2009 Kepala  Dusun  

I  Margasar i  Desa  Jembayan  (Bpk .  Darmawan)  

datang  ke  rumah  Penggugat  membawa  Sura t  

Keputusan  No.  141/154 /  SK.RT/JBY/X/2009  Tangga l  

19  Oktober  2009  ten tang  Pengangkatan  Ketua  

Rukun  Tetangga  (RT)  Dalam Wilayah  Desa Jembayan  

ya i t u  Sura t  Keputusan  Pemberhent i an  Penggugat  

Selaku  Ketua  RT  I I  C  Desa  Jembayan  olch  

Terguga t .  
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(  Lampi ran  Nomor  :  04/  SK  Pemberhent i an  

141/154 /SK.RT/JBY /X /  2009/  fo tokop i  )  

Bahwa  dar i  ura ian  d ia tas  te rnya ta  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  yang  dike l ua rkan  oleh  Terguga t  

te rsebu t  te l ah  mengandung  cacat  hukum sebab  te lah  

d ike l ua r kan  :  

Ber ten tangan  dengan  Pera tu ran  dan  Keten tuan  yang  

ber laku .  

Dengan  secara  menyalah  gunakan  wewenang  t i dak  

sesua i  dengan  Pera tu ran  dan  Keten tuan  yang  

ber laku .  

Dengan  secara  sewenang  -  wenang  dan  t i dak  sesua i  

dengan Pera tu ran  dan Keten tuan  yang ber laku  . .  

Berdasarkan  alasan  -  alasan  yang  diu ra i kan  dia tas ,  

Penggugat  mohon  agar  Pengadi l an  dapat  memutuskan  

sebaga i  ber i ku t  :  

I .  DALAM PENUNDAAN 

Mengabulkan  permohonan  Penggugat  agar  Sura t  

Keputusan  Kepala  Desa  Jembayan  Nomor  :  

141/154 /SK.RT/JBY/X/2009  Tanggal  19  Oktober  

2009  ten tang  Pengangkatan  Ketua  Rukun  

Tetangga  (RT)  Dalam  Wilayah  Desa  Jembayan  

yang  dike l ua r kan  oleh  Terguga t  d i tunda  

se lama  pemer iksaan  sengketa  Tata  Usaha  

Negara  sedang  ber ja l an ,  sampai  ada  putusan  

Pengad i l an  yang  mempero leh  kekuatan  hukum 

te tap .  

I I .  DALAM POKOK PERKARA :  

Mengabulkan  gugatan  Penggugat  se lu ruhnya :  

Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Sura t  Keputusan  
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Kepala  Desa  Jembayan  Nomor  :  

141/154 /SK.RT/JBY/X/2009  Tanggal  19  Oktober  

2009  ten tang  Pengangkatan  Ketua  Rukun 

Tetangga  (RT)  Dalam  Wilayah  Desa  Jembayan  

yang dike lua rkan  oleh  Tergugat :  

Mewaj ibkan  Tergugat  untuk  mencabut  Sura t  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  Nomor  :  

14 l / 154 /SK.RT/JBY/X/2009  Tangga l  19  Oktober  

2009  ten tang  Pengangkatan  Ketua  Rukun 

Tetangga  (RT)  Dalam Wilayah  Desa Jembayan.  

Membebankan  biaya  yang  t imbu l  da lam perkara  in i  

kepada  Terguga t .  

Bahwa  atas  gugatan  Penggugat  te rsebu t  Terguga t  

te lah  mengajukan   Jawaban te r t angga l   25 Februar i  2010  

yang is i nya  sebaga i  ber i ku t  :  

Bahwa  Tergugat  menolak  se lu ruh  dal i l - da l i l  gugatan  

Penggugat ,  kecua l i  te lah  d iaku i  kebenarannya  oleh  

Terguga t ;

Bahwa benar  Terguga t  te l ah  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  

Kepala  Desa  Jembayan  Nomor  

141/154 /SK.RT/JBY/X/2009 ,  tangga l  19  Oktober  2009,  

ten tang  Pengangkatan  Ketua   Rukun  Tetangga  (RT)  

Dalam Wilayah  Desa  Jembayan;

Bahwa  Terguga t  da lam  menerb i t kan  Keputusan  Obyek  

Sengketa  te lah  sesua i  dengan  Pera tu ran  Perundang-

undangan  yang  ber laku ,  sebaga imana  te rcan tum  dalam 

Kons ide ran  Keputusan  Obyek sengketa ;

Bahwa  sebaga imana  yang  dimaksud  oleh  Penggugat  pada  

bagian  I I I ,  yang  pada pokoknya  adanya  kerug ian  yang  

dia lami  o leh  Penggugat ,  Penggugat  menging inkan  

keh idupan  yang  Demokra t i s  da lam  masyaraka t .  Hal  
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te rsebu t  ten tunya   mempunyai  hubungan  sebab  ak iba t  

seh ingga  di te rb i t k annya  Keputusan  Obyek sengketa .

Bahwa  sebaga imana  dimaksud  da lam  Pera tu ran  Daerah  

Kabupaten  Kuta i  Nomor  4  Tahun  2000,  ten tang  

Susunan  Organ isas i  Pemer in tah  Desa,  Jo.  PPRI  Nomor  

72 Tahun  2005 ten tang  Desa,  

a.    Pasal  12:

ayat  (1 )  :  Pemer in tah  Desa sebaga imana  dimaksud  

da lam Pasal  11  te rd i r i  dar i   Kepala  

Desa  dan Perangka t  Desa;

ayat  (2 )  :   Perangka t  Desa  sebaga imana  dimaksud  

pada  ayat  (1 )  te rd i r i  dar i  

Sekre ta r i s  Desa  dan  Perangka t  Desa 

la i nnya ;

ayat  (3 )   : Perangka t  Desa  Lainnya  sebaga imana  

dimaksud  pada ayat  (2 )   te rd i r i  atas  

:

sekre ta r i s  Desa;

pe laksana  tehn is  lapangan;

unsure  kewi layahan ;

b.  Pasal  26  :

ayat  (1 )   :  Perangka t  Desa   la i nnya  sebaga imana  

dimaksud  dalam  Pasal   12  ayat  (3 )  

d iangka t  o leh  Kepala  Desa  dar i  

pendududuk  desa;

ayat  (2 )   :  Pengangkatan  Perangkat  Desa 

sebaga imana  dimaksud  pada   ayat  (1 )  

d i te t apkan  dengan  Keputusan  Kepala  

Desa;

Bahwa oleh   RT (  Rukun Tetangga  )  be lum ada pen je l asan  
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leb ih  r i nc i ,  akan  te tap i  karena  RT  mempunyai  

wi layah  te r t en t u  da lam l i ngkungan  Desa,  maka dapat  

d ika tegor i kan  RT  masuk  da lam  Perangka t  Desa 

La innya ,  ya i t u  te rmasuk  Unsur  Kewi layahan ;

Bahwa oleh  Ketua  RT merupakan  Perangka t  Desa  la i nnya  

maka pengangkatan  dan  pemberhent i annya  juga  dengan  

Keputusan  Kepala  Desa,  sebaga imana  dimaksud   Pasal  

26 ayat  (2 )  PPRI  Nomor 72 Tahun  2005 ten tang  Desa;

Bahwa  sebaga imana  yang  dimaksud  oleh  Penggugat  

mengenai  keh idupan  yang  Demokra t i s  dalam  sys tem 

Pemer in tahan  Desa,  ha l  te rsebu t  apa  yang  kami  

laksanakan  untuk  pemer in tahan  Desa  Jembayan  sudah  

dapat  d ika tegor i kan  sys tem  yang  Demokra t i s ,  ya i t u  

dar i  rakya t  untuk  rakya t .  Penggugat  adalah  Penduduk  

Desa  Jembayan  RT.  I I  C,  yang  dia j ukan  oleh  warga  

RT.  I I  C,   sebaga imana  dimaksud  Pasal  26  ayat  (1 )  

PPRI  Nomor  72  Tahun   2005  ten tang  Desa,  karena  

untuk  pengangkatan  Ketua  RT  adalah  berdasarkan  

Aspi ras i  masyaraka t  Jembayan,  demik ian  juga  untuk  

Pemberhent i an  Ketua  RT dengan  asp i ras i  masyaraka t  

Jembayan  khususnya  dalam l i ngkungan  warga   RT I I  C 

Desa  Jembayan,  dan  Tergugat  hanya  melaksanakan  

Kewaj i ban  sebaga imana  dimaksud  dalam Pasal  15  PPRI  

Nomor 72 Tahun  2005 ten tang  Desa;

Bahwa untuk  Pemberhent i an  Penggugat  sebaga i  Ketua  RT.  

I I  C Desa  Jembayan  berdasarkan  asp i ras i  masyaraka t  

RT.  I I  C Desa Jemnayan ada lah  sebaga i  ber i ku t  :

Daf ta r  Nama-Nama Warga RT.  I I   C Yang Setu ju  Ketua  

RT Digant i ,  te r t angga l  8 Oktober  2009

Ber i t a  Acara  Penyampaian   Aspi ras i  Warga  RT.  I I  C,  

tangga l   9 Oktober  2009;
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Sura t  Warga RT.  I I  C tangga l  10 Oktober  2009;

Sura t   Badan Permusyawara tan  Desa Nomor  006/SR- BPD/  

JBY/  X  /  2009,  tangga l   13  Oktober  2009,  

Per iha l  Tindak  Lanju t  Aspi ras i  Warga RT.  I I  C;

Bahwa  berdasarkan  po in t   8  a,  b,  c  dan  d  te rsebu t  

d ia tas ,  maka Tergugat  menerb i t kan  sura t  :

Nomor  400  /  1576  /  ASP /  JBY /  X /  2009,  tangga l  

16  Oktober   2009,  Per iha l   Tindak  Lan ju t  

Aspi ras i  Warga  RT.  I I  C,  yang  Tergugat  tu j ukan  

kepada   Kepala  Dusun I  Jembayan;

Nomor  400  /  1577  /  ASP /  JBY /  X /  2009,  tangga l  

19  Oktober   2009,  Per iha l   Pencabutan  SK RT. I I  

C;

Nomor  141  /  154  /  SK.RT /  JBY/X/2009 ,  tangga l  19 

Oktober  2009,  ten tang  Pengangkatan  Ketua   Rukun  

Tetangga  (RT)  Dalam  Wilayah  Desa   Jembayan,  

(  Obyek sengketa  ) ;

Bahwa  oleh  karena  penerb i t an  Obyek  Sengketa  te lah  

berdasar  hukum,  maka  Keputusan  Tergugat  adalah  

sudah  tepa t  dan berkekua tan  hukum;

Bahwa  te rhadap  Isu  yang  dihembuskan  oleh  Penggugat  

bukan  merupakan  alasan  hukum  untuk   mengajukan  

gugatan  dan  bukan  pu la  a lasan  hukum untuk  dapat  

membata lkan  Keputusan  Tergugat ,  oleh  sebab  i t u  

harus  d i t o l a k ;

Bahwa  te rhadap  ura ian  Krono log i s  ke jad ian  

Pemberhent i an  yang  dimuat  o leh  Penggugat  pada  

bagian  VI   nomor  1  sampai  nomor  3,  ada lah  sebaga i  

ber i ku t  :

sebaga imana  yang  te lah  Terguga t  je l askan  pada po in t  

8  a,  b  dan  c,  Pemberhent i an  Penggugat  
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merupakan  asp i ras i  masyaraka t  ya i t u  warga    RT.  

I I  C yang  mana dida lamnya  te lah  te rmasuk  unsur -

unsur  masyaraka t  seper t i  tokoh  masyaraka t  dan  

juga  tokoh  pemuda,  o leh  sebab  i t u  a lasan  

Penggugat  te rsebu t  harus  dikesampingkan ;

demik ian  juga   halnya  sebaga imana  dimaksud  oleh  

Penggugat  mengenai   Pera tu ran  Daerah  Kabupaten  

Kuta i  Kar tanegara  Nomor  8  Tahun   2006,  d imana  

Keputusan  Tergugat  te l ah  sesua i  dengan  maksud  

Pera tu ran  Daerah  dimaksud,  sebaga imana  te r t uang  

da lam poin t  8 huru f  b,  oleh  sebab  i t u  Keputusan  

Terguga t  te l ah  sesua i  dengan  Pera tu ran  

Perundang- undangan  yang  ber laku ,  te rmasuk  

Pera tu ran  Daerah  Kuta i  Kar tanegara ,  o leh  sebab  

i t u  waj i b  untuk  d i taa t i  o leh  Penggugat  sebaga i  

warga  Negara  yang  ba ik ;  

Bahwa  oleh  karena  Keputusan  Terguga t  yang  di j ad i kan  

Obyek  Sengketa  te rsebu t  di te rb i t k an  berdasarkan  

Pera tu ran  Perundang- undangan  yang  ber laku  dan  

merupakan  wewenang  Tergugat ,  seh ingga  t i dak  

sewenang- wenang  karena  berdasarkan  asp i ras i  

masyaraka t  te ru tama  warga  RT.  I I  C,  sebaga imana  

te lah  Terguga t  sebutkan  dia tas ,  dan  t i dak  pu la  

melanggar   Azas- Azas Umum Pemer in tahan  yang Baik ;

Bahwa  tehadap  permohonan  Penggugat  agar  Keputusan  

Terguga t   Nomor  141  /  154  /  SK.RT  /  JBY/X/2009 ,  

tangga l  19 Oktober  2009,  ten tang  Pengangkatan  Ketua  

Rukun  Tetangga  (RT)  Dalam Wilayah  Desa   Jembayan,  

d i tunda  se lama  pemer iksaan  sengketa  ta ta  usaha  

negara   sedang  ber ja l an ,  sama  seka l i  t i dak  

berdasar  hukum karena  sebag ian  masyaraka t  te ru tama  

warga  RT.  I I  C sangat  menging inkan  supaya  Penggugat  
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dibe rhen t i k an ,  karena  kepercayaan  masyaraka t  

te rhadap  Penggugat  sebaga i  Ketua  RT.  I I  C sudah  

t i dak  b isa  d ipe r t ahankan  lag i ,  o leh  sebab  i t u  harus  

d i to l a k ;

Berdasarkan  alasan- alasan  te rsebu t  d ia tas ,  mohon 

kepada  Bapak  Maje l i s  Hakim  untuk  member ikan  

Keputusan  sead i l - ad i l nya  sebaga i  ber i ku t  :

M E N G A D I  L I  :

Menyatakan  Gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  di te r ima ;

Menyatakan  Keputusan  Terguga t  Nomor  141  /  154  /  

SK.RT  /  JBY/X/2009 ,  tangga l  19  Oktober  2009,  

ten tang  Pengangkatan  Ketua   Rukun Tetangga  (RT)  

Dalam  Wilayah  Desa   Jembayan,  adalah  sah  dan  

berkekua tan  hukum yang  mengika t ;

Mewaj ibkan  Penggugat  untuk  membayar  se lu ruh  biaya  

perka ra  in i ;

Bahwa  atas  Jawaban    Terguga t ,  p ihak  Penggugat  

te lah  mengajukan  Repl i k  pada  pers idangan  tangga l   09  

Maret  2010,  kemudian  te rhadap  Repl i k  te rsebu t  

Terguga t  mengajukan  Dupl i knya  pada  pers idangan  tangga l  

18  Maret  2010;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  da l i l - da l i l  

gugatannya ,  Penggugat  te lah  mengajukan  bukt i  sura t  

berupa  fo to  copy  yang  te l ah  bermate ra i  cukup,  seh ingga  

secara  fo rma l  dapat   dia jukan  sebaga ia l a t  bukt i  dan di  

ber i  tanda  P –  1   sampai  dengan    P –  63,  sebaga i  

ber i ku t  :

Bukt i   P – 1 : Foto  Copy  Sura t  Undangan  Kepala  

Dusun  1  Margasar i  Desa   Jembayan,  

tangga l   19  Oktober  2009,  Per iha l  
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Penggant i an  Ketua  RT.  I I  C  Desa 

Jembayan,  yang  di tu j u kan  kepada  

Penggugat .     (  Sesuai  Dengan 

Asl i nya  ) ;

Bukt i   P –  2 : Foto  Copy  Sura t  Keputusan   Kepala  

Desa  Jembayan  Nomor  

141/154 /SK.RT/JBY/X/2009   tangga l  19 

Oktober  2009,  ten tang  Pengangkatan  

Ketua   Rukun  Tetangga  (RT)  Dalam 

Wilayah  Desa  Jembayan, ya i t u  

Pemberhent i an  Ketua  RT.  I I  C Desa 

Jembayan,  (Sesua i  Dengan 

Foto  Copynya  ) ;

Bukt i   P – 3 : Foto  Copy  Sura t  Keputusan   Kepala  

Desa Jembayan  Nomor  141 /  05 /  SK.RT 

/  JBY  / IX  /  2009,   tangga l  03 

September   2007,  ten tang  

Pengangkatan  Ketua   Rukun  Tetangga  

(RT)  Dalam Wilayah  Desa   Jembayan,  

ya i t u  Pengangkatan  Ketua  RT.  I I  C 

Desa Jembayan,              (  Sesua i  

Dengan Asl i nya  ) ;

Bukt i   P – 4 : Foto  Copy  Ber i t a  Acara   tangga l   19 

Oktober   2009,   Per temuan  Penggugat  

dengan  BPD  bersama   12  Tokoh  

Masyaraka t ,  tokoh  Pemuda  dan  warga  

RT. I I  C Desa Jembayan  di  Kantor  BPD 

Desa  Jembayan,  (  Sesua i  Dengan 

Asl i nya  ) ;

Bukt i   P – 5 : Foto  Copy   Sura t  Penggugat ,  tangga l  

21  Oktober  2009,  Per iha l   Tanggapan  

mengenai  Pemberhent i an  Penggugat  
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se laku  Ketua  RT.  I I  C,  o leh  Kepala  

Desa Jembayan,  yang  di tu j u kan  kepada  

warga  masyaraka t  RT.  I I  C  Desa 

Jembayan,   (Sesua i  Dengan Asl i nya ) ;

Bukt i   P – 6 A : Foto  Copy  Sura t  Pernya taan  warga  

atas  nama Syahran i ,  (  Sesuai  Dengan  

Foto  Copynya  )

Bukt i   P – 6 B : Foto  Copy  Sura t  Pernya taan  warga  

atas  nama  Syar i f udd i n ,  (  Sesua i  

Dengan Asl i nya  ) ;

Bukt i   P – 6 C : Foto  Copy  Sura t  Pernya taan  warga  

atas  nama M.  Al i  Syahid ,  (  Sesuai  

Dengan Asl i nya  ) ;

Bukt i   P – 6 D : Foto  Copy  Sura t  Pernya taan  warga  

atas  nama Iksan   Wahyudi ,  (  Sesua i  

Dengan Asl i nya  ) ;

Bukt i   P – 6 E : Foto  Copy  Sura t  Pernya taan  warga  

atas  nama Eramsyah,  (  Sesua i  Dengan 

Asl i nya  ) ;

Bukt i   P – 6 F : Foto  Copy  Sura t  Pernya taan  warga  

atas  nama Juhan is ,  (  Sesua i  Dengan 

Asl i nya  ) ;

Bukt i   P – 6 G : Foto  Copy  Sura t  Pernya taan  warga  

atas  nama  Juhr i ,  (  Sesua i  Dengan 

Asl i nya  ) ;

Bukt i   P – 6 H : Foto  Copy  Sura t  Pernya taan  warga  

atas  nama  Sadam Husein ,  (  Sesua i  

Dengan Asl i nya  ) ;

Bukt i   P – 6 I : Foto  Copy  Sura t  Pernya taan  warga  

atas  nama  Naf iah ,  (  Sesua i  Dengan 

Asl i nya  ) ;

Page  17  of  60

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bukt i   P – 6 J : Foto  Copy  Sura t  Pernya taan  warga  

atas  nama  Jamr iansyah ,  (  Sesua i  

Dengan Asl i nya  ) ;

Bukt i   P – 6 K : Foto  Copy  Sura t  Pernya taan  warga  

atas  nama  Amid,  (  Sesua i  Dengan 

Asl i nya  ) ;  

Bukt i   P – 6 L : Foto  Copy  Sura t  Pernya taan  warga  

atas  nama  Raml i ,  (  Sesua i  Dengan 

Asl i nya  ) ;

Bukt i   P – 6 M : Foto  Copy  Sura t  Pernya taan  warga  

atas  nama  Mas’ud ,  (  Sesua i  Dengan 

Asl i nya  ) ;

Bukt i   P – 7 : Foto  Copy  Sura t   Penggugat ,  tangga l  

30  Oktober  2009,  yang  di tu j u kan  

kepada   Kepala  Kepol i s i an  Resor t  

Kuta i  Kar tanegara  

d i  Tenggarong ,  Per iha l   Pengaduan  

Pencemaran  nama  baik ,  (  Sesua i  

Dengan Foto  Copynya) ;

Bukt i   P – 8 : Foto  Copy  Sura t  Tanda   Pemer imaan  

Laporan  No.  Pol .  STLP/45/X I  /2009  

/SPK,  tangga l   01  Nopember  2009,  

(  Sesuai  Dengan Asl i nya ) ;

Bukt i   P – 9 : Foto  Copy  Sura t  Kepala  Kepol i s i an  

Sekto r   Loa  Kulu ,  Nomor  :  

B/10 /X I / 2009 /Sek ,  tangga l  Nopember  

2009,   yang  di tu j u kan  kepada  Syamsu 

Ar jan i ,   Pember i t ahuan  Perkembangan  

Penanganan  Kasus,   (  Sesua i  Dengan 

Asl i nya  ) ;

Bukt i   P –  10 : Foto  Copy  Daf ta r  Nama Anggota  Tenis  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meja  Grup  1  Hulu  (  TM Grup  1  Hulu)  

RT.  I I  C  Desa  Jembayan,  Binaan  

Penggugat ,  sebanyak  15  orang ,  

(  Sesuai  Dengan Foto  Copynya) ;

Bukt i   P – 11 : Foto  Copy  Susunan   Pengurus  Tenis  

Meja  Grup  1  Hulu  (TM Grup  1  Hulu)  

b inaan  Penggugat ,         (  Sesuai  

Dengan Foto  Copynya) ;

Bukt i   P – 12 : Foto  Copy  Daf ta r  Nama Anggota  Tenis  

Meja  Grup  2  Hi l i r   (  TM Grup  2 

Hi l i r )   RT.  I I  C  Desa  Jembayan,  

Binaan  Penggugat ,  sebanyak  25 orang ,  

(  Sesuai  Dengan Foto  Copynya) ;  

Bukt i   P – 13 : Foto  Copy  Susunan   Pengurus  Tenis  

Meja  Grup  2 Hi l i r  (TM Grup  2 Hi l i r )  

b inaan  Penggugat ,            (  Sesua i  

Dengan Foto  Copynya  ) ;

Bukt i   P – 14 : Foto  Copy  Daf ta r  Nama Anggota  Bola ,  

RT.  I I  C  Desa  Jembayan,  Binaan  

Penggugat ,  sebanyak  46  orang ,  

(  Sesuai  Dengan Foto  Copynya  ) ;

Bukt i   P – 15 : Foto  Copy   Susunan  Pengurus  Bola  

Vol l i  (BV)  RT.  I I  C Desa  Jembayan,  

Binaan  Penggugat ,           (  Sesua i  

Dengan Foto  Copynya  ) ;

Bukt i   P – 16 : Foto  Copy  Susunan  Pengurus  Ika tan  

Pemuda      (P . I .P )  RT.  I I  C Desa 

Jembayan,  Binaan  Penggugat ,  (  Sesuai  

Dengan Foto  Copynya) ;

Bukt i   P – 17 : Foto  Copy  Sura t   Pengurus  Ika tan  

Pemuda     RT.  I I  C Desa  Jembayan,  
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Nomor  :  01/P IP /RT- I IC  /V I / 2009 ,  

tangga l  08  Jun i  2009,  Per iha l  Mohon 

Bantuan  Dana  Untuk  Kegia tan  Olah  

Raga di  RT I I  C  Desa Jembayan,  yang  

di tu j u kan  kepada  Ketua  Forum 

Pemerhat i ,  Kecamatan  Loa  Kulu  

Tingka t  Desa  Jembatan ,  (  Sesua i  

Dengan                      Foto  

Copynya  ) ;

Bukt i   P – 18 : Foto  Copy Sura t  Pernya taan  warga  RT.  

I I  C Desa  Jembayan,  yang  mendukung  

Penggugat  untuk  mener ima  Forum 

Pemerhat i  Kecamatan  Loa  Kulu  d i  RT.  

I I  C Desa  Jembayan,  (  Sesua i  Dengan 

Foto  Copynya  ) ;

Bukt i   P – 19 : Foto  Copy  Ber i t a  Acara ,  tangga l  05 

Oktober   2009,  Per temuan  Tokoh  

Masyaraka t ,  Tokoh  Pemuda  dan  wara  

RT.  I I  C dengan  Tergugat ,  mengenai  

Keterbukaan /T ransparans i  Anggaran  

Dana Desa  Jembayan,  (  Sesuai  Dengan 

Asl i nya ) ;

Bukt i   P – 20 : Foto  Copy  Ber i t a  Acara  /  Notu len  

Rapat ,  tangga l  02  Nopember   2009,  

Per temuan  anta ra  Penggugat  dengan  

Terguga t ,  ber tempat  d i  Kantor  Desa 

Jembayan,  mengenai  Pemberhent i an  

Penggugat ,  (  Sesua i  Dengan Asl i nya ) ;

Bukt i   P – 21 : Foto  Copy  Sura t  Penggugat  se laku  

Ketua  RT.  I I  C  kepada   Pani t i a  

Pemi l i han  Badan  Permusyawara tan  

Desa  Jembayan,  tangga l   03  Februar i  
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2009,  Per iha l  Penja r i ngan  Ulang  

Bakal   Calon   Anggota  BPD RT.  I I  C 

Desa  Jembayan,     (  Sesua i  Dengan 

Foto  Copynya) ;

Bukt i   P –  22 : Foto  Copy   Daf ta r  Hadi r  tangga l  15 

Februar i  2009,   Per temuan  Warga  RT.  

I I  C  Desa  Jembayan,  yang  te rd i r i  

dar i   Tokoh  Masyaraka t ,   Tokoh  

Pemuda,  Tim  33/Pan i t i a  Musyawarah  

Pembentukan  BPD,  Para  Baka l  Calon  

Anggota  BPD) minta  Penja r i ngan  Baka l  

Calon  Anggota  BPD untuk  RT.  I I  C 

d iu lang  kembal i ,  (  Sesua i  Dengan 

Asl i nya ) ;

Bukt i   P – 23 : Foto  Copy  Sura t  Tugas   dar i  

Penggugat  se laku  Ketua  RT.  I I  C Desa 

Jembayan,  tangga l  31  Januar i  2009,  

kepada  2  (dua)  orang  warga   untuk  

melakukan  perubahan  tu l i s an  pada  

nomor   rumah  warga  RT.  I I  C yang  

dahu lu  te r t u l i s  I I  A digan t i  menjad i  

RT. I I  C,  (  Sesuai  Dengan Asl i nya ) ;

Bukt i   P – 24 : Foto  Copy   Sura t   Undangan  Rapat  d i  

Langgar  Daru l  Ikhsan   RT.  I I  C Desa 

Jembayan,  tangga l   23  Januar i  2009,  

atas  nama   Masr iansyah ,  

(  Sesuai  Dengan Asl i nya ) ;

Bukt i   P – 25 : Foto  Copy   Ber i t a  Acara  Rapat  Warga 

RT.  I I  C,  tangga l  23  Januar i  2009,  

Per iha l  Kasus  Pembongkaran  Rumah 

Kaum  Langgar   Daru l  Ikhsan ,  d i  

Langgar  Daru l  Ikhsan  RT.  I I  C  Desa 
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Jembayan,  (  Sesua i  Dengan Asl i nya ) ;

Bukt i   P – 26 : Foto  Copy  Daf ta r  hadi r  Rapat  Warga 

RT.  I I  C,  tangga l  23  Januar i  2009,  

Per iha l  Kasus  Pembongkaran  Rumah 

Kaum  Langgar   Daru l  Ikhsan ,  d i  

Langgar  Daru l  Ikhsan  RT.  I I  C  Desa 

Jembayan,  (  Sesua i  Dengan Asl i nya ) ;

Bukt i   P – 27 : Foto  Copy  Sura t  Penggugat  se laku  

Ketua  RT.  I I  C  yang  di t u j u kan  

kepada   Sdr .  Abdul  Rasy id ,  tangga l  

30  Januar i  2009,  (  Sesuai  Dengan 

Foto  Copynya  ) ;

 Bukt i   P – 28 : Foto  Copy  Sura t  Pengaduan  warga  

Jembayan,  tangga l   13  Desember  2007  

kepada  Kepol i s i an  RI  Cq.  Bapak  Kasat  

In te r kam  Kepol i s i a n  Resor t  Kuta i  

Kar tanegara ,  di  Tenggarong ,  Per iha l  

Pengaduan,  ya i t u  Kebohongan  Publ i k  

yang  di l akukan  oleh  Tergugat  

(  Jayad i  b in  Slamet ) ,        (  Sesua i  

Dengan Asl i nya ) ;

Bukt i   P – 29 : Foto  Copy  Daf ta r  Warga   RT.  I I  C 

Desa  Jembayan  yang  mengusu lkan  

Pemberhent i an  Tergugat  (  Jayad i )  

se laku  Kepala  Desa  Jembayan,  yang  

di tanda tangan i  o leh   211  orang  

warga,  (  Sesua i  Dengan  Foto  

Copynya  ) ;

Bukt i   P – 30 : Foto  Copy  Sura t  Keputusan  Badan 

Permusyawara tan  Desa  Jembayan  Nomor  

10  Tahun   2007,   tangga l   02 

Oktober   2007,  ten tang   Kasus  Kepala  
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Desa  Jembayan,  (  Sesua i  Dengan  Foto  

Copynya  ) ;

Bukt i   P – 31 : Foto  Copy  Sura t  Keputusan  Badan 

Permusyawara tan  Desa  Jembayan  Nomor  

11  Tahun   2007,   tangga l   06 

Desember    2007,  ten tang   Keterangan  

Palsu  Kepala   Desa  Jembayan,  

(  Sesuai  Dengan Foto  Copynya  ) ;

Bukt i   P – 32 : Foto  Copy  Sura t  Camat   Loa  Kulu  

Nomor  141  /7 .469  /Pem/X/2007 ,  

tangga l  02  Oktober  2007,  Per iha l  

Penye lesa ian  Kasus  Kepala  Desa 

Jembayan  dengan  Eleman  Masyaraka t  

Jembayan,  (  Sesua i  Dengan  Foto  

Copynya  ) ;

Bukt i   P –  33 : Foto  Copy  Sura t  Camat   Loa  Kulu  

Nomor  140  /471  /Pem/V/2008 ,  tangga l  

12  Mei   2008,  Per iha l  Pembinaan  

Terhadap  Kepala  Desa  Jembayan,  yang  

di tu j u kan  kepada   Pl t .  Bupat i  Kuta i  

Kar tanegara  Cq.   Kabag  Pemer in tahan  

Desa  dan   Kelu rahan  Setkab  Kuta i  

Kar tanegara ,  

(  Sesuai  Dengan Foto  Copynya  ) ;

Bukt i   P – 34 : Foto  Copy Pet i kan  Putusan  Pengadi l an  

Neger i  Samar inda  Nomor  

368/P id .S /1999 /PN.Smda,  tangga l  27 

Mei   1999,  Bahwa Tergugat  (  Jayad i  

Bin  Slamet  )   bersa lah  melakukan  

Tindak  Pidana  :  Pencur ian  Dengan 

Kekerasan  da lam  Keadaan  Memberatkan  

dan Penadahan,               (  Sesua i  

Page  23  of  60

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Foto  Copynya  ) ;

Bukt i   P – 35 : Foto  Copy  Ber i t a  Acara  Sidang  

Lanju tan  Pengadi l an  Neger i  

Samar inda ,  Nomor   368/  Pid .S  /

1999/PN.Smda,  tangga l  27  Mei   1999,  

yang  memeriksa  dan  mengadi l i  Jayad i  

Bin  Slamet ,  (  Sesua i  Dengan  Foto  

Copynya  ) ;

Bukt i   P – 36 : Foto  Copy  Sura t  Pernya taan  se lu ruh  

Ketua  RT.  Se Desa  Jembayan,  tangga l  

30  Oktober  2007,  meminta  Tergugat  

(  Jayad i  )  agar  segera  d ibe rhen t i kan  

dar i  Kepala  Desa  Jembayan,  

(  Sesuai  Dengan Foto  Copynya  ) ;

Bukt i   P – 37 : Foto  Copy  Sura t  Tergugat  Selaku  

Kepala  Desa  Jembayan  Nomor  

005.877 .JBY/ IV /2008 ,  tangga l   14 

Apr i l  2008,  yang  di tu j u kan  kepada  

Dram,  Per iha l  :  Pember i t ahuan ,  

(Sesua i  Dengan     Foto  Copynya) ;

Bukt i   P – 38 : Foto  Copy  Sura t   Pejaba t  Sementara  

Kepala  Desa  Jembayan,  Nomor  :  

141.235 /Jby / IV / 2007 ,  tangga l   23 

Apr i l  2007,   Per iha l  Perse tu j uan  

Pemekaran  Margasar i  RT.  I I  A,  

(  Sesuai  Dengan Foto  Copynya) ;

Bukt i   P – 39 : Foto  Copy  Pera tu ran  Daerah  

Kabupaten   Kuta i  ,  Nomor  3  tahun  

2000  ten tang   Penyusunan  Anggaran  

Pendapatan  dan  Belan ja  Desa,  

(  Sesuai  Dengan Foto  Copynya  ) ;
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Bukt i   P – 40 : Foto  Copy  Pera tu ran  Daerah  

Kabupaten   Kuta i  ,  Nomor  4  tahun  

2000  ten tang   Susunan  Organ isas i  

Pemer in tah  Desa,  (  Sesua i  Dengan 

Foto  Copynya  ) ;

Bukt i   P – 41 : Foto  Copy  Pera tu ran  Daerah  

Kabupaten   Kuta i  Kar tanegara ,  Nomor  

8  tahun  2006  ten tang   Badan 

Permusyawaran  Desa,  (  Sesua i  Dengan 

Foto  Copynya  ) ;

Bukt i   P – 42 : Foto  Copy  Pera tu ran  Daerah  

Kabupaten   Kuta i  Kar tanegara ,  Nomor  

11  tahun  2006  ten tang   Tata  Cara  

Penca lonan ,  Pemi l i han ,  Pelan t i k an ,  

Pemberhent i an  Kepala  Desa  dan 

Perangka t  Desa,  (  Sesuai  Dengan Foto  

Copynya  ) ;

Bukt i   P – 43 : Foto  Copy  Pera tu ran  Daerah  

Kabupaten   Kuta i  Kar tanegara ,  Nomor  

16  tahun  2007  ten tang   Keuangan  

Desa,  (  Sesua i  Dengan Foto  Copynya) ;

Bukt i   P – 44 : Pera tu ran  Bupat i  Kuta i  Ker tanegara  

Nomor  11  Tahun   2008,  ten tang  

Pedoman Pengelo laan  Keuangan  Desa,  (  

Sesua i  Dengan Foto  Copynya) ;

Bukt i   P – 45 : Foto  Copy Sura t  Undangan,  tangga l  29 

Nopember   2008,  yang  mengatasnamakan  

masyaraka t  RT.  I I  C Desa  Jembayan,  

Per iha l   Kesepakatan  Masyaraka t  

Untuk   Mengadakan  Rapat ,  (  Sesua i  

Dengan Foto  Copynya  ) ;   
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Bukt i   P – 46 : Foto  Copy   Daf ta r  Hadi r  

Warga/Pemuda  RT.  I I  C  Desa 

Jembayan,  tangga l   12  Oktober  2009,  

yang  di fas i l i t a s i   o leh  Syamsu 

Ar jan i  se laku  Ketua  RT.  I I  C  untuk  

melamar   peker j aan  pada Perurasahaan  

Batu  Bara  PT.   Asta  Min indo /PT.  Alam 

Jaya  Bara  Pratama  Jembayan,  mela lu i  

Kantor  di  Samar ina ,  (  Sesuai  Dengan 

Asl i nya  ) ;

Bukt i   P –  47 : Foto  Copy  Daf ta r  Pendukung  

Penca lonan   Anggota  Badan 

Permsyawara tan  Desa (  BPD ) ,  Per iode  

2009  –  2014  untuk  atas  nama Syamsu 

Ar jan i ,  yang  di tanda tangan i  o leh  

warga     RT.  I I  C Desa  Jembayan,  

(  Sesuai  Dengan Asl i nya ) ;

Bukt i   P – 48 : Foto  Copy  Susunan  Pengurus  Langgar  

Daru l   Ikhsan  Gunung Pengeran  RT.  I I  

C   Desa  Jembayan,  tangga l   02 

Februar i  2009,  bahwa  Penggugat  

sebaga i  Ketua ,   (  Sesuai  Dengan 

Asl i nya )

Bukt i   P – 49 : Foto  Copy  Pengumuman   Pengurus  

Langgar  Ikhsan  Gunung  Pengeran  RT.  

I I  C  Desa  Jembayan, ,  tangga l  02 

Ramadhan  1430  H  /  tangga l  10 

September  2009,  Per iha l   Pener imaan  

Zakat  Fi t r ah  1430  H /  2009  M,  Bahwa 

Langgar   Ikhsan  Gunung  Pengeran  RT.  

I I  C   Desa  Jembayan,  da lam 

kepemimpinan  Penggugat  te tap  
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melaksanakan   tugas  sesua i   seper t i  

yang  diamanatkan ,  (  Sesua i  Dengan 

Asl i nya  )

Bukt i   P – 50 : Foto  Copy   Susunan   Pani t i a  

Per inga tan  H.U.T   Kemerdekaan  R. I  ke  

–  64   RT.  I I  C,   Desa  Jembayan,  

(Sesua i  Dengan Asl i nya ) ;

Bukt i   P – 51 : Foto  Copy  Laporan  Rekapi t u l a s i  dan 

Ver i f i k a s i  Hasi l  Sulvey   pencacahan  

Calon   Pener imaan  paket  LPG  3 

Kg/ tanda  te r ima  LPG 3  Kg untuk  RT.  

I I  C Desa  Jembayan,  (  Sesua i  Dengan 

Asl i nya ) ;

Bukt i   P – 52 : Foto  Copy  Sura t  Edaran  Penggugat  

se laku  Ketua  RT.  I I  C   Desa 

Jembayan,  tangga l  09  Februar i  2008,  

Per iha l  :   Menanggap i  Isu  Mir i ng  

yang  menyatakan  bahwa Ketua  RT.  I I  C 

t i dak  mau melayan i  warga  RT.  I I  C 

dan   Penggabungan  kembal i  RT.  I I  C 

ke  RT  asa l  ya i t u  RT.  I I  A  yang  

di tu j u kan   kepada  warga  RT.  I I  C,   (  

Sesua i  Dengan Asl i nya ) ;

Bukt i   P – 53 : Foto  Copy   Daf ta r  Hadi r  Kelompok  

Pemuda/  Pengurus   Cabang Olahraga  di  

rumah  Penggugat ,  tangga l   15   Jun i  

2009,  (Sesua i  Dengan Asl i nya )

Bukt i   P – 54 : Foto  Copy  Kar tu  Keluarga  Andi  

Maulana  Nomor  :  10.2003/183 /2007 ,  

(  Sesuai  Dengan Asl i nya ) ;

Bukt i   P – 55 : Foto  Copy  Ber i t a  Acara   Penyerahan  
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Dana  Communi ty  Development  o leh  CV.  

Pr imatech   Gunajaya  Jembayan  kepada  

Kepala  Desa   Jembayan  tangga l  19 

Oktober   2009,       (  Sesua i  Dengan  

Foto  Copynya) ;

Bukt i   P – 56 : Foto  Copy   Kesepakatan  Bersama 

Masyaraka t  Desa,  tangga l   20 Januar i  

2010,  Per iha l  :  Kompensas i   dan 

Communi ty  Development   sebaga i  

ak iba t  beraperas i nya  Perurahaan  CV.  

Tia ra  Graham  Seja t i ,  (  CV.  

Pr imatech  Gunajaya)  d i  Desa 

Jembayan,  (  Sesua i  Dengan  Foto  

Copynya  ) ;

Bukt i   P – 57 : Foto  Copy   Rekomendas i  Kepala  Desa 

Jembayan  Nomor  400/010 /RMD/VI /2009 ,  

tangga l  19  Jun i  2009,  Per iha l  

Pember ian  Iz i n   Tambat  Ponton  Batu  

Bara ,  yang  dibe r i kan  kepada   Arba in ,  

(  Sesua i  Dengan  Foto  

Copynya  ) ;

Bukt i   P – 58 : Foto  Copy   Daf ta r  Pemi l i h  Tetap  

Pemi l i han  Umum Anggota  DPR,  DPD,  

DPRD,   Prov ins i  dan  DPRD 

Kabupaten  /  Kota  tahun  2009.  TPS 4 

(  Empat  )  RT.  I I  C  Desa  Jembayan  

Kecamatan  Loa Kulu ,  yang  dike lua rkan  

oleh  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Kuta i  Kar tanegara ,  tangga l   30 

September  2009,  (  Sesuai  Dengan Foto  

Copynya) ;

Bukt i   P –  59 : Foto  Copy  Daf ta r  Hadi r  Musyawarah  

Disclaimer
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Warga   RT.  I I  C Menanggap i  ten tang  

Isu  Peleburan  /Penggabungan  Kembal i  

RT.  I I  C dan RT.  I I  A Desa  Jembayan  

Kecamatan  Loa  Kulu ,  tangga l   25 

Janua  2008,  (  Sesua i  Dengan 

Asl i nya ) ;

Bukt i   P – 60 : Foto  Copy  Gambar   Tanah/Perwatasan  

Warga  di  Wi layah   RT.  I I  C  yang  

dis tempe l   o leh  Kepala  Dusun  I  

Margasar i  Desa Jembayan,    (  Sesua i  

Dengan Asl i nya )

Bukt i   P – 61 : Foto  Copy  Sura t  Pernya taan   Jaml i  (  

LOT ) ,  tangga l  9 Apr i l  2010,  Per iha l  

Per temuan  /Musyawarah  Warga   RT.  I I  

C   Desa  Jembayan,  di  rumah 

Ars iansyah ,  tangga l   29  Nopember  

2008,  (  Sesua i  Dengan Asl i nya  ) ;

Bukt i  P – 62 : Foto  Copy Sura t  Dukungan   Warga I I  C 

Desa  Jembayan  yang  setu ju  untuk  

memper tahankan   Syamsu  Ar jan i  

sebaga i  Ketua  RT.  I I  C,    (  Sesua i  

Dengan Asl i nya ) ;

Bukt i  P – 63 : Foto  Copy Klep ing  Sura t  Kabar ,  Koran  

Kal t im  Pos,  Edis i  03  Jun i  2010  dan 

10  Jun i  2010,  

(  Sesuai  Dengan Foto  Copynya  ) ;

Bahwa  se la i n  mengajukan  sura t - sura t  bukt i  

te rsebu t  d i  atas ,  Penggugat   juga  mengajukan  3 (   t i ga  

)  orang  saks i  ya i t u  :   

Saks i  SAIMI ,  menerangkan   d ipe rs i dangan  dibawah  sumpah 

pada pokoknya  sebaga i  ber i ku t  :  
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Saks i  kena l  dengan Penggugat ;

Saks i  t i dak   mempunyai  hubungan   keke lua rgaan  dan  

t i dak  pu la  mempunyai  hubungan  da lam  peker j aan  

dengan Penggugat .

Saks i    kena l   dengan  Tergugat ,  dan    t i dak  pu la  

mempunyai  hubungan   keke lua rgaan  ser ta   t i dak  pu la  

mempunyai  hubungan  dalam  peker j aan  dengan  

Terguga t ;

Bahwa benar  Saks i   mener ima  dan  menghadi r i  Undangan  

pada  tangga l  11  Oktober   2009,  mengena i  

Penggant i an   Ketua  RT I I ;

Bahwa benar  Saks i  mengetahu i  adanya  sura t  Penggugat  

kepada  warga,  dan  sepengetahuan  saks i ,  Penggugat  

t i dak  pernah  mempersu l i t  warga  RT.  I I  C da lam 

mengurus  sura t - sura t  ;

Bahwa   saks i  t i dak   tahu ,  kapan  Penggugat  d iangka t  

menjad i  Ketua  RT.  I I  C;

Bahwa benar   saks i  mengetahu i  adanya  rapa t ,  karena  

saks i  menghadi r i  rapa t  te rsebu t ,  akan  te tap i  saks i  

t i dak  inga t  s iapa- s iapa  yang menghadi r i ;

Bahwa  ada ya i t u  Muchta r  Apara t  Keamanan,  se la i n  i t u  

hadi r  juga  Ketua  BPD,  dan  juga  Ono Swasono  ya i t u  

Sta f f   Ahl i   Kades;

Bahwa   Camat  dan  Kades  t i dak  hadi r  da lam per temuan  

te rsebu t ;  

Bahwaa yang  dib i ca rakan  dalam rapat  te rsebu t  adalah  

mengenai  pemberhent i an  Kades  dan mengenai  adanya  8 

i t em  masalah ;  

Bahwa benar  adanya  pembagian  Kompor  Gas ukuran  3 Kg 

kepada  masyaraka t  RT.  I I  C;
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Bahwa  adanya    pemekaran  dar i  RT.  I I  A,  dipecah  

menjad i  dua,  seh ingga  te rben tuk l ah  RT.  I I  A dan  

RT.  I I  C;

Bahwa  jumlah  RT.  I I  C pada  saat  Pi l kades   ±  500  

orang;

Bahwa  Saks i  t i dak  tahu ,  apa  sebabnya  Penggant i an  

Ketua  RT.  I I  C;

Bahwa Saks i  t i dak   mengetahu i  dar i  8 i t em  kesa lahan  

Penggugat  yang  disampaikan  masyaraka t ;  

Bahwa   Saks i  t i dak  pernah  l i ha t  dan  t i dak  pernah  

pu la  tanda  tangan   Bukt i  T – 2  ya i t u :  Foto  Copy 

Sura t  Pernya taan  Warga  RT.  I I  C,  Yang  menyatakan  

Pelayanan  Admin is t r a s i  d i  Wi layah  RT.  I I  C t i dak  

ber ja l an  dengan baik ;

Bahwa  Ketua  RT.  I I  C sekarang  ada lah  AMASI;

Bahwa Ketua  RT.  I I  C d ip i l i h  penggant i  Penggugat  ± 2 

bu lan ;

Bahwa  ja rak  anta ra  rumah Saudara  dengan  rumah Amasi  

± 500 meter ;

Bahwa benar  pada saat  pemi l i han  Ketua  RT.  I I  C  yang  

baru ,  Penggugat  juga  iku t  memi l i h ;

Bahwa   benar  Saudara  Ard iansyah  yang  mengompor i  

masyaraka t  untuk  Pemberhent i an  Penggugat  ;

Bahwa Saks i  mengenai  Abdul  Rasy id ,  sekarang  menjad i  

Waki l   Ketua  BPD Desa Jembayan;  

Bahwa  Saks i   t i dak  tahu   banyaknya  tanda  tangan  

te rsebu t  juga  di rekayasa ;

Bahwa,  sepengetahuan  saks i ,  yang  tanda  tangan  hanya  

150 orang,  sedangkan  jumlah  warga  ± 500 orang;
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Bahwa saks i  pernah  di tawar i  untuk  tanda  tangan ,  akan  

te tap i  Saks i  t i dak  mau tanda  tangan ;

Ya,  ada  ker i bu tan ,  ya i t u  mengenai  permasa lahan  

Tanah; ;

Bahwa  Saks i  t i dak  tahu ,  dar i  per temuan  ada  Notu len  

rapa t ;  

Bahwa benar  dar i  per temuan  i t u   d ihas i l k an  8  i t em  

Kesalahan  Ketua  RT.  I I  C ;

Menimbang,  bahwa  atas  kete rangan  Saks i  te rsebu t  

Pihak  Penggugat  dan  Pihak  Terguga t  akan  menanggapinya  

da lam Kesimpulannya  masing- masing  ;  

2.  Saks i  HANIANSYAH,  menerangkan   dipe rs i dangan  

dibawah sumpah pada pokoknya  sebaga i  ber i ku t  

Saks i  kena l  dengan Penggugat ;

Saks i  t i dak   mempunyai  hubungan   keke lua rgaan  dan  

t i dak  pu la  mempunyai  hubungan  da lam  peker j aan  

dengan Penggugat .

Saks i    kena l   dengan  Tergugat ,  dan    t i dak  pu la  

mempunyai  hubungan   keke lua rgaan  ser ta   t i dak  pu la  

mempunyai  hubungan  dalam  peker j aan  dengan  

Terguga t ;

Bahwa   tugas  Saks i  d ipe r i n t ahan  di  Pemer in tahan  

Desa,  du lu  Saks i  sebaga i  Ketua  RT. I I  B,  ya i t u  

per iode  16  Maret   2005  sampai  dengan  2  Apr i l  

2008;

Bahwa   t i dak  mengetahu i  secara  langsung  

Pemberhent i an  Penggugat  se la l u  Ketua  RT. I I  C;  

Bahwa  ja rak  anta ra  RT. I I  B dengan RT.  I I  C  ± 1 Km;

Bahwa  proses  pemberhent i an  Penggugat  sebaga i   Ketua  
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RT.  I I  C  hanya  sep ihak ;

Bahwa  sete l ah  ada  asp i ras i  masyaraka t  ke  BPD,  

d ipangg i l  yang  bersangku tan ,   kemudian   d i te ruskan  

kepada  Kades untuk  d i t i n dak l an j u t i ;

Bahwa,  benar  pemberhent i an  Saudara  Syamsu  Ar jan i  

d ibe rhen t i k an  seo lah - olah  adanya  asp i ras i  

masyaraka t ;

Bahwa benar  sepengetahuan   saks i ,  Penggugat  se la l u  

melayan i  ke ing inan  warga  yang  beru rusan  dengan  

Penggugat ;  

Bahwa benar   ja rak  anta ra  RT.  I I  C dengan  RT.  I I  A 

jauh ;

Bahwa Ketua  RT.  I I  C yang  baru  adalah  Hermansyah;

Bahwa  Saks i  t i dak   tahu  Pemberhent i an  Penggugat  

sebaga i  Ketua  RT.  I I  C ;

Bahwa Saks i  t i dak  tahu ,  baga imana  reaks i  masyaraka t  

sete lah  d ibe rhen t i an  Penggugat  sebaga i  Ketua  RT.  

I I  C ;

Bahwa pemi l i han  Ketua  RT.  I I  C  te l ah  sesua i  dengan  

Pera tu ran ;  

3. Saks i  EKO  WARDIONO,  menerangkan   d ipe rs i dangan  

dibawah sumpah pada pokoknya  sebaga i  ber i ku t  :  

Saks i  kena l  dengan Penggugat ;

Saks i  t i dak   mempunyai  hubungan   keke lua rgaan  dan  

t i dak  pu la  mempunyai  hubungan  da lam  peker j aan  

dengan Penggugat .

Saks i    kena l   dengan  Tergugat ,  dan    t i dak  pu la  

mempunyai  hubungan   keke lua rgaan  ser ta   t i dak  pu la  
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mempunyai  hubungan  dalam  peker j aan  dengan  

Terguga t ;

Bahwa  Saks i  mengetahu i  d ibe rhen t i k annya  Syamsu 

Ar jan i  sebaga i  Ketua  RT.  I I  C;

Bahwa Saks i   pernah  sebaga i  Waki l  Ketua   BPD Desa 

Jembayan,  dan berakh i r    tangga l  02 Agustus  1999;

Bahwa sepengetahuan  Saks i  untuk  pemberhent i an  Ketua  

RT,  sete lah  adanya  asp i ras i  dar i  masyaraka t  RT 

setempat  yang  disampaikan  kepada  BPD,  maka  BPD 

menyampaikan  asp i ras i  masyaraka t  te rsebu t  ke  

Kepala  Desa;

Bahwa Tugas  Pokok  BPD adalah  Mener ima,  Menampung dan  

Meneruskan  Aspi ras i  masyaraka t ;

Bahwa Tugas  pokok  BPD dia tu r  da lam Perda  Kukar  Nomor  

8 Tahun  2008;

Bahwa   untuk  mengusu lkan  pemberhent i kan  Ketua  RT,  

cukup  dengan  adanya  min ima l  3  orang  asp i ras i  

warga;

Bahwa  Saks i  Saks i  t i dak  tahu  mengenai  

d ibe rhen t i k annya  Syamsu Ar jan i  sebaga i  Ketua  RT I I  

C;  

Bahwa Jarak  anta ra  RT.  XI I I  dengan RT.  I I  C ± 10 KM

Bahwa Saks i  t i dak  tahu   mengenai  asp i ras i  masyaraka t  

untuk  pemberhent i an  Syamsu Ar jan i ;  

Bahwa Saks i  t i dak  tahu  ada propokas i  seh ingga  Syamsu 

Ar jan i  lengser  dar i  Ketua  RT.  I I  C,  karena  tugas  

BPD  bukan  mencar i  Propoka to r ,  akan  te tap i  

mener ima,  menampung  dan  menyalu rkan  asp i ras i  

masyaraka t ;

Menimbang,  bahwa  atas  kete rangan  Saks i  te rsebu t  
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Pihak  Penggugat  dan  Pihak  Terguga t  akan  menanggapinya  

da lam Kesimpulannya  masing- masing  ;  

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  da l i l - da l i l  

sanggahannya  Terguga t  te l ah  mengajukan  bukt i  sura t  

berupa  fo to  copy  yang  te l ah  bermate ra i  cukup,  seh ingga  

secara  fo rma l  dapat   dia jukan  sebaga i  a la t  bukt i  dan  

dibe r i  tanda  T –  1   sampai  dengan    T –  13,  sebaga i  

ber i ku t  :

Bukt i   T – 1 : Foto  Copy.  Sura t  Warga  RT.  I I  C 

tangga l  10  Januar i  2008,  (  Sesua i  

Dengan Asl i nya  ) ;

Bukt i   T –  2 : Foto  Copy  Sura t  Pernya taan  Warga  RT.  

I I  C,  Yang  menyatakan  Pelayanan  

Admin is t r a s i  d i  Wi layah  RT.  I I  C 

t i dak  ber ja l an  dengan  ba ik ,  (  Sesuai  

Dengan Asl i nya  ) ;

Bukt i   T  – 3 : Foto  Copy  Daf ta r  Nama-Nama 

Warga  RT.  I I  C Yang  Setu ju  Ketua  RT 

Digant i ,  te r t angga l   8 Oktober   2009.  

ber jumlah  78  orang,  (  Sesuai  Dengan 

Asl i nya  ) ;

Bukt i   T – 4 : Foto  Copy  Ber i t a  Acara  Penyampaian  

Aspi ras i  Warga  RT.  I I  C,  te r t angga l  

9 Oktober  2009,                      (  

Sesua i  Dengan Asl i nya  )

Bukt i   T  – 5 : Foto  Copy   Sura t  Warga  yang  

disampaikan  pada  saat  Penyampaian  

Aspi ras i ,  tangga l  9  Oktober  2009; ,  

(Sesua i  Dengan Asl i nya ) ;

Bukt i   T – 6 : Foto  Copy  Daf ta r  Hadi r  Warga 

RT. I I  C  pada  saat  Penyampaian  
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Aspi ras i ,  tangga l   09 Oktober  2009,  (  

Sesua i  Dengan Asl i nya  ) ;

Bukt i  T – 7 : Foto  Copy  Sura t   Waki l  Ketua  

BPD Jembayan,  yang  di tu j u kan  kepada  

Kepala  Desa Jembayan,   Nomor   006/SR-

BPD/  JBY /X /2009 ,  tangga l   13 Oktober  

2009,  Per iha l   Tindak  Lanju t  Aspi ras i  

Warga  RT. I I  C,   (  Sesua i  Dengan 

Asl i nya )

Bukt i   T – 8 : Foto  Copy  Sura t  Kepala  Desa 

Jembayan,  yang  di tu j u kan  kepada  

Kepala  Dusun  I  Jembayan,  Nomor  

400/1576  /ASP/  JBY /X /  2009,  Tangga l  

16  Oktober   2009,  Per iha l   Tindak  

Lanju t  Aspi ras i  Warga  RT.  I I  C.  

(  Sesuai  Dengan Asl i nya  ) ;

Bukt i   T – 9 : Foto  Copy  Sura t  Kepala  Desa 

Jembayan,  Nomor   400/1577  /PSK- RT/JBY 

/X /  2009,  Tangga l   19  Oktober   2009,  

Per iha l   Pencabutan   SK RT.  I I  C,    (  

Sesua i  Dengan Asl i nya  ) ;

Bukt i   T – 10 : Foto  Copy  Sura t  Keputusan  

Kepala  Desa  Jembayan  Nomor  141  /  

154  /  SK.RT /  JBY/X/2009 ,  tangga l  19 

Oktober  2009,  ten tang  Pengangkatan  

Ketua   Rukun  Tetangga  (RT)  Dalam 

Wilayah  Desa   Jembayan,  (  Sesua i  

Dengan Asl i nya  ) ;

Bukt i  T – 11 : Foto  Copy  Pera tu ran   Daerah  

Kabupaten   Kuta i  Nomor  3  Tahun  2000,  

Tentang  Pelaksanaan  Anggaran  Pendapat  

dan   Belan ja  Desa,  (  Sesuai  Dengan 
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Foto  Copynya  ) ;

Bukt i  T – 12 : Foto  Copy  Pera tu ran   Daerah  

Kabupaten   Kuta i  Nomor  4  Tahun  2000,  

Tentang  Susunan   Organ isas i  

Pemer in tah   Desa,      (  Sesua i  Dengan 

Dengan Foto  Copynya  ) ;

Bukt i  T – 13 :  Foto  Copy  Pera tu ran  Daerah  

Kabupaten   Kuta i  Kar tanegara ,  Nomor  

11  tahun  2006  ten tang   Tata  Cara  

Penca lonan ,  Pemi l i han ,  Pelan t i k an ,  

Pemberhent i an  Kepala  Desa  dan 

Perangka t  Desa,  (  Sesua i   Dengan Foto  

Copynya) ;

Bahwa se la i n  mengajukan  sura t - sura t  bukt i  te rsebu t  

d i  atas ,  Tergugat    juga  mengajukan  3 (  t i ga   )  orang  

saks i  ya i t u  :   

1.   Saks i  M.  ANTON,   menerangkan   d ipe rs i dangan  

dibawah sumpah pada pokoknya  sebaga i  ber i ku t  

:   

Saks i  kena l  dengan  Penggugat ,  akan  t i dak   mempunyai  

hubungan   keke lua rgaan  dan  t i dak  pu la  mempunyai  

hubungan  da lam peker j aan  dengan Penggugat .

Saks i    kena l   dengan  Tergugat ,  dan    t i dak  pu la  

mempunyai  hubungan   keke lua rgaan  ser ta   t i dak  

pu la  mempunyai  hubungan  da lam  peker j aan  dengan  

Terguga t ;

Bahwa  Saks i  sebaga i  Ketua  BPD se jak  tangga l   12 

Agustus  2009;

Bahwa  Sebelum  menjad i  Ketua  BPD,  peker j aan  saks i  

adalah  Swasta ;

Bahwa   Penggant i an  Ketua  RT I I  C karena  adanya  
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mengajukan  asp i ras i  masyaraka t   untuk  

Penggant i an  Ketua  RT.  I I  C;

Bahwa   pada  dasarnya  tugas  BPD ada lah  mener ima,  

menampung   dan  menyampaikan  asp i ras i  

masyaraka t ;

Bahwa  sete l ah  ada  asp i ras i  masyaraka t  maka  BPD 

mengadakan  rapat  in te rn ;

Bahwa se lu ruhnya  anggota   BPD ada  11 orang ,  dengan  

susunan  :  1  (sa tu )  orang  Ketua ,  1  (sa tu )  orang  

Waki l  Ketua ,  1  (sa tu )  orang  Sekre ta r i s  dan  8 

orang  anggota ;

Bahwa  BPD t i dak  pernah  merekomendas i  penggant i an  

Ketua  RT  I I  C  akan  te tap i  BPD   hanya  

melan ju t kan  asp i ras i  masyaraka t ;

Bahwa Saks i   masih  inga t  rapa t  d i l aksanakan  pada  

tangga l  13 Ju l i  2009;

Bahwa  Saks i  Saks i  t i dak  pernah  mener ima  undangan  

untuk  rapa t  d i  RT.  I I  C;

Bahwa  BPD  pernah  mengadakan  rapa t ,  tangga l  12 

September  2009,  dan Saks i  iku t  Rapat  ;

Bahwa  Saks i  t i dak  i ku t  rapa t ,  tangga l  09  Oktober  

2009;

Bahwa Saks i  pernah  membaca Obyek Sengketa ;  

Bahwa te l ah  ada  putusan  pemberhent i an ,  sete lah  i t u  

ada Penggant i an  o leh  Kades;

Bahwa t i dak   ada  reaks i  masyaraka t   sete lah  adanya  

penggant i an  Ketua  RT.  I I  C;

Bahwa alasan  masyaraka t  da lam hal  penggant i an  Ketua  

RT.  I I  C,  yang  pokoknya  ada 3 ya i t u  :  
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Pengurusan  sura t  se la l u  idak  d i l ayan i  dan  

dipe rsu l i t ;

Apabi l a  masyaraka t  untuk  membuat  sura t  tanah  

t i dak  di l ayan i ;

Ter lampau  keras  dalam bica ra ;

Bahwa see lah  mener ima  asp i ras i  dar i  masyaraka t ,  BPD 

mengadakan  rapat  tangga l  9  Oktober  2009  dan  

tangga l   13 Oktober  2009;

Bahwa pada  saat   masyaraka t  datang  ke  BPD  membawa 

sura t   asp i ras i  mereka;

Bahwa  saks i  pernah  membaca   asp i ras i  masyaraka t  

sebanyak  8  I t em,  akan  te tap i  saks i  t i dak  inga t  

se lu ruhnya ;

Bahwa  sete lah  mener ima  sura t  mengenai  asp i ras i  

masyaraka t  BPD melaksanakan  rapa t  pada  tangga l  

14  September  2009,  dan  set i ap  rapa t  se la l u  

d ibua tkan  ber i t a  acara ;

Bahwa  pada saat  penyampaian  asp i ras i  masyaraka t  ke  

Kades,   Saks i  t i dak  had i r ;

Bahwa benar   ada  pernya taan  Penggant i an  Ketua  RT.  

I I  C ;

Bahwa  BPD  hanya  diber i t a hu ,  akan  te tap i  t i dak  

te r l i b a t ;

Bahwa  apab i l a   te r j ad i   pemberhent i an  seorang  

sebaga i  Ketua  RT t i dak   d ibe r i t a hukan ,  karena  

BPD hanya  mener ima,  menampung  dan  menyampaikan  

asp i ras i  masyaraka t  ke Kades;

Bahwa benar  sete lah  d i te rb i t k an  t  Obyek  Sengketa  T 

– 10,  t i dak  ada keresahan  masyaraka t ;

Bahwa  sete lah  Penggant i an  Ketua  RT   t i dak  ada  
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tanggapan  masyaraka t ;  

Bahwa pada saat  Pi l kades  warga  RT.  I IC  ± 300 orang ,  

sedangkan  yang  mengajukan  asp i ras i  t i dak  t i dak  

d ike tahu i  jumlahnya ;

Bahwa  BPD  t i dak  tahu  apa  alasan   Kades  

memberhent i kan   Ketua  RT,  akan  te tap i  yang  

je l as  karena  adanya  asp i ras i  masyaraka t ;  

Bahwa tugas  pokok  BPD mener ima  Aspi ras i  Masyaraka t ,  

Menampung Aspi ras i  Masyaraka t ,  dan  menyampaikan  

Aspi ras i  Masyaraka t ;

Bahwa  benar   pada  saat  Penggugat  datang  bersama 

warga  dan  tokoh  masyaraka t ,  akan  te tap i  

kedatangan  mereka  di to l a k  BPD,  ha l  te rsebu t  

d isebabkan  :  

Kami  menyampaikan  undangan  secara  resmi ;

Dan  pada  saat  i t u  BPD  t i dak  mengundang  

Penggugat ,  karena   pada  saat  i t u  BPD rapa t  

khusus ;

Bahwa benar   Penggugat  pernah  menghadap  BPD untuk  

membicarakan  mengenai  Pemberhent i an  Penggugat ,  

akan te tap i  kedatangannya  dengan anark i s ;

Bahwa  benar   pernah  ada  pember i t ahuan  mengenai  

Pemberhent i an  Penggugat  kepada  BPD;

Bahwa  benar  BPD t i dak  menjawab  Sura t  Keputusan  

Obyek  Sengketa ,  karena  Sura t  Keputusan  te rsebu t  

bukan  untuk  d i j awab ;

Bahwa   Penggugat  hadi r  atas  undangan  Kades,  dan  

saks i  juga  hadi r  sebaga i  pendengar  t i dak  

mengambi l  keputusan ;

Bahwa  BPD  hanya  mener ima,  menampung  dan  
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menyampaikan  asp i ras i  masyaraka t ,  BPD  t i dak  

pernah  member ikan  rekomendas i  pemberhent i an  

Penggugat  sedangkan  mengenai  Fi tnah  Saks i  t i dak  

tahu ;

Bahwa   BPD  t i dak  pernah  mener ima  sura t  dar i  

Penggugat ;  

2.  Saks i  ABDUL  RASYID  menerangkan   d ipers i dangan  

dibawah sumpah pada pokoknya  sebaga i  ber i ku t  :  

Saks i  kena l  dengan  Penggugat  akan  te tap i   t i dak  

mempunyai  hubungan   keke lua rgaan  dan t i dak  pu la  

mempunyai  hubungan  dalam  peker j aan  dengan  

Penggugat ;

Saks i    kena l   dengan  Tergugat ,  akan  te tap i  

t i dak     mempunyai  hubungan   keke lua rgaan  ser ta  

t i dak  pu la  mempunyai  hubungan  da lam  peker j aan  

dengan Tergugat ;

Bahwa Saks i  menjad i  Waki l  Ketua  BPD se jak  tangga l  

12 Agustus  2009;

Bahwa  sebe lum  menjad i  Waki l  Ketua  BPD,  peker j aan  

saks i  adalah  Swasta ;

Bahwa Saks i  tahu   sebabnya  dipangg i l  ke  Pers idangan  

in i ;

Bahwa pada  saat  i t u  tangga l   9  Oktober  2009  ada  

beberapa  orang  datang  ke  BPD untuk  menyampaikan  

Aspi ras i nya  dengan 8 I t em;

Bahwa pada saat  asp i ras i  disampaikan  ke  BPD,   hanya  

Sekre ta r i s  yang  t i dak  ada;

Bahwa  benar  Saks i   pernah  tanda  tangan  sura t  

pernya taan  mengenai  Aspi ras i  masyaraka t ;  

Bahwa sete lah  mener ima  sura t  asp i ras i  masyaraka t ,  
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BPD langsung  mengadakan  rapat  in te rna l ;

Bahwa  benar   sete l ah  mener ima  sura t  Aspi ras i  

masyaraka t ,  BPD ada  memanggi l  Penggugat  pada  

tangga l   13 Oktober  2009;

Bahwa Rapat  pada  tangga l  13 Oktober  2009,  ada  yang  

kompl in  seh ingga  rapa t  t i dak  jad i ;

Bahwa benar  Masyaraka t  mengajukan  asp i ras i nya  untuk  

Penggant i an  Ketua  RT.  I I  C;

Bahwa   tugas  BPD  adalah  mener ima  asp i ras i  

masyaraka t ,  menampung dan  menyampaikan  asp i ras i  

masyaraka t ;

Bahwa benar  t i dak   masyaraka t  yang  kebera tan  atas  

pemberhent i an  Ketua  RT.  I I  C;

Bahwa Saks i  t i dak  tahu ,  apakah  ada  atau  t i dak  ada  

tokoh  masyaraka t  yang  mendukung  supaya  

Penggugat  mundur ;  

Bahwa  benar   rapa t  tangga l  9  Oktober   2009,  

d ibua tkan   Ber i t a  acara ;  

Bahwa benar   pada saat  rapa t  Ketua  t i dak  hadi r ,  dan  

saks i  yang  mener ima  Aspi ras i  masyaraka t ;

Bahwa  benar ,   rapa t  te tap  di l aksanakan  walaupun  

Ketua  t i dak  ada,  dan  waki l  yang  harus  memimpin  

rapa t ;

Bahwa  Saks i  t i dak  tahu  ten tang  Penggugat  t i dak  

melayan i  masyaraka t ,  karena  yang  menyampaikan  

masalah  te rsebu t  adalah  masyaraka t ,  dan  i t u  

asp i ras i  dar i  masyaraka t ;  

3.   Saks i  ZULKARNAIN,  menerangkan  

dipe rs i dangan  dibawah  sumpah pada  pokoknya  sebaga i  
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ber i ku t  :  

Saks i  kena l  dengan Penggugat ;

Saks i  t i dak   mempunyai  hubungan   keke lua rgaan  dan  

t i dak  pu la  mempunyai  hubungan  da lam  peker j aan  

dengan Penggugat .

Saks i    kena l   dengan  Tergugat ,  dan    t i dak  

mempunyai  hubungan   keke lua rgaan  ser ta   t i dak  

pu la  mempunyai  hubungan  da lam  peker j aan  dengan  

Terguga t ;

Bahwa   Saks i  menjad i  Sekre ta r i s  BPD BPD se jak  

tangga l   12 Agustus  2009;

Bahwa sebe lum menjad i  Sekre ta r i s  BPD BPD,  peker jaan  

saks i  adalah  Swasta ;

Bahwa  Saks i  apa  sebabnya  Saks i   d ipangg i l  ke  

Pers idangan  Pengad i l an  in i ;

Yai tu  ten tang  Pemberhent i an  Ketua  RT.  I I  C.

Bahwa  pada  tangga l   9  Oktober  2009  ada  asp i ras i  

masyaraka t  RT.  I I  C ten tang  Pemberhent i an  Ketua  

RT.  I I  C,  yang  disampaikan  ke BPD;

Bahwa benar  Saks i   had i r  pada rapa t  te rsebu t ;  

Bahwa   Saks i  pernah  baca  asp i ras i  masyaraka t  

te rsbeu t ;

Bahwa  sete lah  mener ima  sura t  Aspi ras i  masyaraka t ,  

BPD  memanggi l  Penggugat   tangga l  13  Oktober  

2009;

Bahwa Rapat  pada  tangga l  13 Oktober  2009,  ada  yang  

kompl in  seh ingga  rapa t  t i dak  jad i ;

Bahwa benar  masyaraka t  mengajukan  asp i ras i nya  untuk  

Penggant i an  Ketua      RT.  I I  C;
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Bahwa   tahu  tugas  BPD adalah  mener ima  asp i ras i  

masyaraka t ,  menampung  as l i r a s i  masyaraka t   dan  

menyampaikan  asp i ras i  masyaraka t ;

Bahwa  t i dak  ada  masyaraka t  yang  kebera tan  atas  

pemberhent i an  Ketua  RT.  I I  C;  

Bahwa benar   saks i  pernah  i ku t  rapat  pada  tangga l  

13 Oktober  2009;

Bahwa pada saat   rapa t  tangga l  13 Oktober  2009,  BPD 

t i dak  semua  hadi r  semua ?;

Bahwa benar  t i dak  ada  sura t   Kebera tan  dar i  Ketua  

RT.  I I  C  sete lah  d i te rb i t k an  sura t  

Pemberhent i annya ;

Bahwa  benar  pada  saat  per temuan  pada  tangga l  13 

Oktober   2009,  ada dibua tkan  ber i t a  acaranya ;  

Menimbang,  bahwa atas  kete rangan  Saks i  te rsebu t  Pihak  

Penggugat  dan  Pihak  Tergugat  akan  menanggap inya  da lam 

Kes impu lannya  masing- masing  ;  

Bahwa  Para  Pihak  te l ah  menyerahkan  Kes impu lannya  

pada pers idangan  tangga l  06 Mei   2010;  

Bahwa  sega la  sesuatu  yang  te r j ad i  di  pers idangan  

da lam sengketa  in i ,  se lengkapnya  te rca ta t  da lam ber i t a  

Acara  Pers idangan  dan  menjad i  bagian  yang  t i dak  

te rp i sahkan  dar i  Putusan  in i ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu juan  gugatan  

Penggugat  sebaga imana  te ru ra i  da lam  duduk  sengketa  
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te rsebu t  d ia tas ;

Menimbang,  bahwa yang  menjad i  obyek  sengketa  da lam 

perka ra  in i  ada lah  :

Sura t  Keputusan   Kepala  Desa   Jembayan  Nomor  :  

141/154 /SK.RT  /JBY  /  X  /  2009  tangga l   19  Oktober  

2009  ten tang   pengangkatan  ketua  RT  da lam   wi layah  

Desa Jembayan (V ide  bukt i  P – 2  = T – 10 ) .  

Menimbang,  bahwa  dasar  /  a lasan  yang  dida l i l k a n  

o leh  Penggugat  dalam gugatannya  pada pokoknya  adalah  :

Bahwa  Penggugat   d iangka t  menjad i  ketua  RT. I I  C desa  

jembayan  berdasarkan  Sura t  Keputusan  Kepala  Desa 

Jembayan  Nomor   :  141  /  05  /  SK.RT /  JBY /  IX  /  

2007 tangga l   3 september  2007          (Buk t i  P –  

3 )

Bahwa Penggugat  d ibe rhen t i k an  sebaga i   ketua  RT. I I  C 

desa  Jembayan Kecamatan   Loa Kulu  Kabupaten   Kuta i  

Kar tanegara  tanpa  mela lu i  prosedur  yang  benar   ;

Bahwa  ak iba t  d ibe rhen t i kan  Penggugat   se laku  ketua  

RT. I I  C  desa  Jembayan  Penggugat   mengaalami  

kerug ian  secara   f i nans i a l

Bahwa  pemberhent i an  Penggugat  se laku  ketua  RT I I  C 

Desa  Jembayan  ber ten tangan   dengan   pera tu ran  

keten tuan   yang   ber laku  ser ta  sewenang- wenang

Menimbang,  bahwa  te rnya ta  p ihak  Tergugat   te l ah  

menyangka l  akan  da l i l - da l i l  gugatan  te rsebu t ,   dengan  

jawabannya  te r t angga l  25  Februar i   2009  yang   pada  

pokoknya  menyatakan  sebaga i  ber i ku t   ;

Bahwa  Tergugat   da lam  menerb i t kan  Keputusan   ob jek  
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sengketa  te lah  sesua i  dengan   pera tu ran  perundang-

undangan   yang   ber laku  sebaga imana  te rcan tum  

dalam kons ide ran  ob jek  sengketa  

Bahwa  pemberhen t i an  Penggugat   sebaga i   ketua  RT. I I  C 

desa  jembayan  berdasarkan  asp i ras i  masyaraka t  

RT. I I  C desa  Jembayan sebaga i  ber i ku t   :

Daf ta r  nama warga  RT. I I  C yang  setu ju  ketua  RT. I I  

C desa  Jembayan  digan t i  te r t angga l  8  Oktober  

2009

Ber i t a  Acara   penyampaian  asp i ras i  warga  RT. I I  C 

tangga l   9 Oktober   2009

sura t  warga  RT. I I  C  desa  Jembayan  tangga l   10 

Oktober   2009 per iha l  

sura t  BPD Nomor  :  006  /SR- BPD/JBY/X/2009  tangga l  

13  Oktober   2009  per iha l  t i ndak  lan j u t  

asp i ras i  warga  RT. I I  C

Bahwa  o leh  karena   penerb i t an  obyek  sengketa  te l ah  

berdasar  hukum maka   Keputusan   Tergugat   sudah  

tepa t  dan berkekua tan  hukum

Menimbang,  bahwa   te rhadap   jawaban  Tergugat  

te lah  d iban tah  Penggugat   da lam  rep l i k nya  te r t angga l  

09 Maret  2009 dan te rhadap   rep l i k  Penggugat   te rsebu t  

Terguga t   te l ah  menanggap inya  da lam  dupl i k  te r t angga l  

18 Maret  2009

Menimbang,  bahwa  untuk   menguatkan  da l i l - da l i l  

gugatan   Penggugat   te lah  mengajukan  ala t  bukt i  sura t  

berupa  fo tocopy  yang   te l ah  bermate ra i  cukup  dan te l ah  

d icocokkan  te rnya ta  sesua i  dengan   as l i nya  seh ingga  

secara   fo rma l  dapat   d igunakan  sebaga i   a la t  bukt i  
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dan  dibe r i  tanda  P –  1   sampai  dengan  P –  63   ser ta  

mengajukan  3   (  t i ga    )  orang  saks i  yang  bernama 

SAIMI ,  HANIANSYAH,dan  EKO WARDIONO

Menimbang,  bahwa   untuk   menguatkan  da l i l -

da l i l n ya  Tergugat   te l ah  mengajukan  ala t  bukt i  sura t  

berupa  fo tocopy  yang   te l ah  bermate ra i  cukup  dan te l ah  

d icocokkan  te rnya ta  sesua i  dengan   as l i nya  seh ingga  

secara   fo rma l  dapat   d igunakan  sebaga i   a la t  bukt i  

dan  dibe r i  tanda  T –  1  sampai  dengan   T –  13   ser ta  

mengajukan  3  ( t i ga )  orang  saks i  yang  bernama    M.  

ANTON, ABDUL RASYID,dan  ZULKARNAIN

Menimbang,  bahwa  sebe lum  Maje l i s  Hakim 

memper t imbangkan  leb i h  lan ju t  mengenai  pokok  sengketa  

d ia tas ,  maka  te r l eb i h  dahu lu  Maje l i s  Hakim  akan  

memper t imbangkan  mengenai  apakah  obyek  sengketa  

merupakan  Keputusan  Tata  Usaha Negara  seh ingga  menjad i  

kewenangan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Samar inda  

untuk  memer iksa ,  memutus  dan menyelesa i kannya?  

Menimbang,  bahwa  di  dalam  keten tuan  Pasal  1 

angka  9  Undang- undang  51  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  

kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  te lah  dengan  tegas  

d ide f i n i s i k an  bahwa  :  “  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

adalah  Suatu  penetapan  te r t u l i s  yang  dike l ua rkan  oleh  

Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  ber i s i  

t i ndakan  hukum Tata  Usaha Negara  berdasarkan  pera tu ran  

perundang  –  undangan  yang  ber laku  yang  bers i f a t  

konkr i t ,  ind i v i dua l  dan f i na l ,  yang  menimbulkan  ak iba t  

hukum bagi  seseorang  atau  badan hukum perda ta  “  ;  

Menimbang,  bahwa  keten tuan  Pasal  te rsebu t  

mengandung elemen – e lemen kumula t i f  sebaga i  ber i ku t  :
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Penetapan  Ter tu l i s  ar t i n ya  penetapan  te r t u l i s  t i dak  

mel iha t  pada  seg i  bentuknya ,  mela inkan  cukup  pada  

hi tam  di  atas  put i h ,  karena  nota  atau  memo sa ja  

sudah  memenuhi  syara t  sebaga i  penetapan  te r t u l i s  ;

Dike lua rkan  oleh  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  

ar t i n ya  Badan  atau  Pejaba t  yang  melaksanakan  

urusan  pemer in tahan  berdasarkan  pera tu ran  

perundang  – undangan  yang  ber laku  ;

Ber i s i  t i ndakan  hukum  Tata  Usaha  Negara  ar t i n ya  

perbua tan  hukum  badan  atau  pe jaba t  Tata  Usaha 

Negara  te rsebu t  bersumber  pada  keten tuan  hukum 

Tata  Usaha  Negara  yang  dapat  menimbulkan  hak  dan  

kewaj i ban  pada orang  la i n  ;

Berdasarkan  pera tu ran  perundang  –  undangan  yang  

ber laku  ar t i n ya  t i ndakan  Badan  atau  Pejaba t  Tata  

Usaha  Negara  i t u  se la in  harus  ada  wewenangnya  

da lam  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ,  

juga  d i  da lam melaksanakan  wewenang te rsebu t  harus  

mengindahkan  norma – norma kead i l an  hukum ;

Bers i f a t  konkr i t ,  ind i v i dua l  dan  f i na l  :  Konkr i t  

ar t i n ya  obyek  yang  dipu tuskan  da lam Keputusan  Tata  

Usaha Negara  t i dak  bers i f a t  abst rak  ,  te tap i  sudah  

berben tuk  te r t en tu  atau  dapat  d i t en tukan ;  

Ind i v i dua l  ar t i n ya  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

te rsebu t   t i dak  d i tu j ukan  untuk  umum,  mela inkan  

sudah  je l as  kepada  s iapa  di tu j u kan ,  ba ik  te rhadap  

alamat  maupun  ha l  yang  di tu j u ; dan  Fina l  ar t i n ya  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  te rsebu t  sudah  

merupakan  keputusan  akh i r  yang  dapat  di l aksanakan ,  

ar t i n ya  ak iba t  hukum yang  di t imbu l kan  ser ta  yang  

dimaksudkan  sudah  merupakan  ak iba t  hukum  yang  
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def i n i t i f  dan  t i dak  lag i  memer lukan  perse tu j uan  

dar i  atasan  ataupun  ins tans i  la i nnya  ;

Menimbulkan  ak iba t  hukum  bagi  seseorang  atau  badan  

hukum perda ta  ar t i n ya  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

te rsebu t  harus  mampu  menimbulkan  perubahan  

te rhadap  suatu  hubungan  hukum  yang  te l ah  ada,  

mengubah  sta tus  hukum  atau  melah i r kan  hubungan  

hukum baru  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ura ian  per t imbangan  

te rsebu t  d ia tas ,  Maje l i s  Hakim  berkes impu lan  bahwa 

obyek  sengketa  aquo  (  P –  2  =  T  –  10  )  merupakan  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dimaksud  da lam 

keten tuan  Pasal  1  angka  9 Undang- Undang  51  Tahun  2009  

Tentang  Perubahan  kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  5 

Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

seh ingga  menjad i  kewenangan  Pengadi l an  Tata  Usaha  

Negara  Samar inda  untuk  memer iksa ,  memutus  dan  

menyelesa i kannya  ;

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

memper t imbangkan  mengenai  kepent i ngan  Penggugat   

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keten tuan  Pasa l  53 

ayat  1  Undang  –  Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha Negara  menyatakan  bahwa :

“  Orang  atau  badan  Hukum Perdata  yang  merasa  

kepent i ngannya  di rug i kan  oleh  suatu  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  dapat  mengajukan  gugatan  te r t u l i s  kepada  

Pengad i l an  yang  berwenang  yang  ber i s i  tun tu tan  agar  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  disengke takan  i t u  

d inya takan  bata l  atau  t i dak  sah,  dengan  atau  tanpa  

dise r t a i  tun tu tan  gant i  rug i  dan /  atau  d i rehab i l i t a s i  
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“  ;

Menimbang,  bahwa  dar i  i s i  dan  maksud  keten tuan  

pasa l  te rsebu t ,  Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa t i dak  

semua orang  dapat  berkedudukan  sebaga i  Penggugat  da lam 

perka ra  ta ta  usaha  negara  karena  Keten tuan  Pasa l  53 

ayat  1  d ia tas  membuat  pembatasan  dengan  menentukan  

kr i t e r i a  bagi  Penggugat  yang  dapat  mengajukan  gugatan  

te rhadap  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  d i  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara ,  ar t i n ya  bahwa  Orang  atau  badan  hukum 

perda ta  dapat  mengajukan  gugatan  di  Pengadi l an  Tata  

Usaha Negara  j i ka  mempunyai  kepent i ngan  yang  di rug i kan  

atas  penerb i t an  obyek  sengketa  ;

Menimbang,  bahwa sete lah  mencermat i  dasar  /  a lasan  

gugatan  Penggugat  yang  menyatakan  merasa  

kepent i ngannya  di rug i kan  dengan  te rb i t n ya  obyek  

sengketa  a  quo  karena  dengan  te l ah  te rb i t n ya  obyek  

sengketa   menyebabkan  penggugat  mengalami  kerug ian  

secara  f i nans i a l ,  seh ingga  penggugat   dapat  

d ika tegor i kan  sebaga i  seseorang  atau  pr ibad i  

( natuur l i j k e  persoon )  ya i t u  subyek  hukum  yang  

mempunyai  hak  untuk  memper juangkan  kepent i ngannya  

secara  langsung  dengan  te l ah  d i te rb i t k annya  Sura t  

Keputusan  in  l i t i s  karena  merasa  te lah  d i rug i kan .  Hal  

te rsebu t  sesua i  dengan  asas  hukum poin t  d ’  in t e r e t  –  

po in t  d ’  act i on  atau  t i ada  kepent i ngan  maka  t i ada  

gugatan ,  

Menimbang,  bahwa sesua i  dengan  keten tuan  pasa l  55  

Undang  –  Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara  ,  gugatan  Penggugat  masih  da lam 

tenggang  waktu  90  har i  d ih i t ung  dar i  se jak  Penggugat  

mener ima  obyek  sengketa  a  quo  yakn i  pada  tangga l  19  
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Oktober  2009,  dan  gugatan  d ida f t a r kan  di  Kepani te raan  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Samar inda   pada  tangga l  

21 Desember  2010,  Berar t i  te l ah  sesua i  dengan  apa yang  

dimaksudkan  secara  Yur id i s - Normat i f  da lam  Pasal  55  

Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara ,  yang  berbuny i  “Gugatan  dapat  

d ia jukan  hanya  da lam  tenggang  waktu  sembi lan  pu luh  

har i  te rh i t u ng  se jak  saat  d i t e r imanya  atau  

d iumumkannya  Keputusan  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha”  

;   

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  rangka ian  

per t imbangan–per t imbangan  hukum  te rsebu t  dia tas  

berdasar  pada  keten tuan  Pasal  1 angka  9 ,  Pasal  53 Jo  

Pasal  55  Undang–undang  Nomor  51  Tahun  2009  ten tang  

perubahan  Kedua  atas  Undang- undang   Nomor   5  Tahun  

1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  Maje l i s  

Hakim   berpendapat  bahwa  secara  fo rma l  gugatan  

Penggugat  adalah  sudah  tepa t  dan  benar .  Oleh  karena  

i t u  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Samar inda   mempunyai  

wewenang  untuk  memer iksa ,  memutus ,  dan  menyelesa i kan  

sengketa  Tata  Usaha  Negara  a  quo  (v ide  Pasa l  47 

Undang–undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha Negara)  ;

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya ,  menuru t  hemat  

Maje l i s  Hakim  bahwa   permasa lahan  hukum admin i s t r a s i  

yang  harus  d ipe r t imbangkan  da lam sengketa  in i  ada lah  :  

Apakah  kewenangan,  prosedur  dan/a tau  subs tans i  

penerb i t an  Sura t  Keputusan  Obyek  Gugatan   te lah  sesua i  

dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  dan  

t i dak  ber ten tangan  dengan  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  

yang Baik  ? ;  
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Menimbang,  bahwa  dar i  aspek  kewenangan  Maje l i s  

Hakim  akan  memper t imbangkan  aspek  kewenangan  te rsebu t  

berdasarkan  keten tuan  perundang- undangan  dan  fak ta -

fak ta  hukum sebaga i  ber i ku t  ;  

Menimbang,  bahwa   apab i l a  d ice rmat i  dar i  seg i  

fo rmat  dan  redaks iona l  Sura t  Keputusan   Kepala  Desa 

jembayan  Nomor  :  141/154 /SK.RT/JBY/X/2009  tangga l  19  

Oktober   2009  ten tang   pengangkatan  ketua  RT  da lam 

wi layah  desa  jembayan  (Obyek  Gugatan)  je l as  te r l i h a t  

Sura t  Keputusan  te rsebu t  merupakan  Keputusan   yang  

di te rb i t k an / d i t a nda tangan i  o leh  kepa la  desa  jembayan  

sebaga i  pejaba t  Tata  Usaha Negara  ;

Menimbang,  bahwa menuru t  keten tuan   Pasal  12 ayat  

3  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor   72  tahun  2005  ten tang  

Desa,  menje laskan  bahwa   Perangka t  Desa  la i nnya  

te rd i r i  atas  :

a.  Sekre ta r i a t  desa;

b.  Pelaksana  tekn i s  lapangan ;

c.  Unsur  kewi layahan .

Menimbang  bahwa  pada  keten tuan  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor   72  tahun  2005  ten tang  Desa,  pada 

Pasal  26  ayat  (1 )  d isebu tkan  bahwa  :  Perangka t  Desa  

la i nnya  sebaga imana  dimaksud  da lam  Pasal  12  ayat  (3 )  

d iangka t  o leh  Kepala  Desa dar i  penduduk  desa.dan  pada  

ayat  (2  )  d ia tu r  bahwa,  Pengangkatan  Perangka t  Desa  

sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 )  di te t apkan  dengan  

Keputusan  Kepala  Desa

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  yang  menjad i  

per tanyaan  hukum,   apakah  ketua  RT  te rmasuk  dalam 
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kategor i  sebaga i  perangka t  desa  la i nnya ,  yang  

pengangkatan  dan  pemberhent i annya  di te t apkan  dengan  

keputusan   Kepala  Desa?  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keten tuan  Pera tu ran  

Daerah  Kabupaten   Kuta i  Kar tanegara  Nomor  16  tahun  

2007  ten tang  keuangan  desa  Pasal  1 angka  11 d isebu tkan  

bahwa  yang  dimaksud  dengan  Lembaga  Kemasyaraka tan  

adalah  lembaga  yang  diben tuk  oleh  masyaraka t  sesua i  

dengan  kebutuhan  mempunyai  tugas  membantu  pemer in tah  

desa  dan  merupakan  mi t ra  da lam  memberdayakan  

masyaraka t  seper t i  RT,  RW, pemberdayaan  kese jah te raan  

ke lua rga ,  karang  ta runa ,  lembaga adat

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pera tu ran  Menter i  

Dalam  Neger i  Nomor  5  tahun  2007  ten tang  penataan  

ke lembagaan  masyaraka t  da lam  pasa l  1  angka  10 

d isebu tkan  bahwa   “Rukun  Tetangga,  untuk  se lan ju t nya  

d is i ngka t  RT atau  sebutan  la i nnya  ada lah  lembaga  yang  

diben tuk  mela lu i  musyawarah  masyaraka t  setempat  da lam  

rangka  pe layanan  pemer in tahan  dan  kemasyaraka tan  yang  

di te t apkan  oleh  pemer in tah  desa  atau  lu rah ” .

Menimbang,  bahwa   pengangkatan  Penggugat  se laku  

ketua  RT  I I  C  desa  Jembayang   di te t apkan  dengan  

Keputusan  Kepala  Desa   Jembayan  Nomor   :  

141/05 /SK.RT/JBY/ IX /2007  tangga l   3  september  2007  

(  Bukt i  P – 3 ) ,

Menimbang,  bahwa   pemberhent i an  Penggugat  se laku  

ketua  RT. I I  C desa  Jembayan  di te t apkan   dengan  Sura t  

Keputusan   Kepala  Desa   jembayan  Nomor  :  

141/154 /SK.RT/JBY /X/2009  tangga l   19  Oktober   2009  

ten tang   pengangkatan  ketua  RT  dalam   wi layah  desa  

jembayan  (V ide  bukt i  P – 2 =  T – 10 )
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Menimbang,  bahwa  sete lah  mencemat i  se lu ruh  

Pera tu ran - pera tu ran  te rsebu t  d ia tas  dan  dihubungkan  

dengan  Sura t  Keputusan  objek  sengketa  (  bukt i  P – 2 = 

T  –  10  ) ,  Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa  Ketua  RT 

adalah  lembaga  kemasyaraka tan  yang  pemi l i hannya  

di ten tukan  oleh  masyaraka t  desa  setempat ,  dan  has i l  

musyawarah  masyaraka t  d i te t apkan  mela lu i  keputusan  

kepa la  desa/  lu rah  sesua i   pasa l  1 angka  10  Pera tu ran  

Menter i  Dalam  Neger i  Nomor  5  tahun  2007  ten tang  

penataan  ke lembagaan  masyaraka t ,  seh ingga   je l as  bahwa 

Kepala  Desa  jembayan  mempunyai  kewenangan  da lam 

menerb i t kan  Sura t  Keputusan  objek  sengketa  aquo;

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

memper t imbangkan  ten tang  prosedur  penerb i t an  ob jek  

sengketa  da lam perka ra  in i  sebaga i  ber i ku t  :  

Menimbang,  bahwa te rhadap  permasa lahan  te rsebu t ,  

Maje l i s  Hakim  akan  memper t imbangkan  berdasarkan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  mengatur  ten tang  

prosedura l  d ihubungkan  dengan  fak ta - fak ta  hukum yang  

te rungkap  dipe rs i dangan  sebaga i  ber i ku t  :

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keten tuan  pera tu ran  

daerah   Kabupaten   kuta i  kar tanegara  Nomor  16  tahun  

2007  ten tang  keuangan  desa  pasa l  1 angka  11 d isebu tkan  

bahwa  yang  dimaksud  dengan  Lembaga  Kemasyaraka tan  

adalah  lembaga  yang  diben tuk  oleh  masyaraka t  sesua i  

dengan  kebutuhan  mempunyai  tugas  membantu  pemer in tah  

desa  dan  merupakan  mi t ra  da lam  memberdayakan  

masyaraka t  seper t i   RT,  RW  ,  pemberdayaan  

kese jah te raan  ke lua rga ,  karang  ta runa ,  lembaga adat  ”

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pera tu ran  Menter i  

Dalam  Neger i  Nomor  5  tahun  2007  ten tang  penataan  
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ke lembagaan  masyaraka t  da lam  pasa l  1  angka  10 

d isebu tkan  bahwa   “Rukun  Tetangga,  untuk  se lan ju t nya  

d is i ngka t  RT atau  sebutan  la i nnya  ada lah  lembaga  yang  

diben tuk  mela lu i  musyawarah  masyaraka t  setempat  da lam  

rangka  pe layanan  pemer in tahan  dan  kemasyaraka tan  yang  

di te t apkan  oleh  pemer in tah  desa  atau  lu rah ” .

Menimbang,  bahwa  sesua i  dengan  Pera tu ran  

Pemer in tah  Republ i k  Indones ia  Nomor  72  Tahun  2005  

ten tang  Desa  pasa l  37  ayat  2  huru f  d  yang  berbuny i  :  

”  Anggota  BPD mempunyai  kewaj i ban  menyerap ,  menampung,  

menghimpun,  dan menindak lan j u t i  asp i ras i  masyaraka t ” ;

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  da lam  Pasa l  94  

Pera tu ran  Pemer in tah  Republ i k  Indones ia  Nomor  72 Tahun  

2005 ten tang  Desa,  d ia tu r  bahwa, :

(1 )  Pengurus  lembaga  kemasyaraka tan  d ip i l i h  secara  

musyawarah  dar i  anggota  masyaraka t  yang  mempunyai  

kemauan,  kemampuan,  dan  kepedu l i an  dalam pemberdayaan  

masyaraka t ;

Menimbang,  bahwa  Selan ju t nya  menuru t  keten tuan  

Perda   Kuta i  Kar tanegara  Nomor  8  tahun  2006  ten tang  

BPD pasa l  3  yang  berbuny i  “BPD ber fungs i  menetapkan  

pera tu ran  desa  bersama  kepa la  desa  menampung  dan  

menyalu rkan  asp i ras i  masyaraka t ”

Kemudian  pada  Pasal  4  ayat  1  huru f  e  d isebu tkan  

bahwa  “  BPD mempunyai  wewenang  menggal i  menampung,  

menghimpun  merumuskan  dan  menyalu rkan  asp i ras i  

masyaraka t ”

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  mengenai  tahapan  

penerb i t an  Sura t  Keputusan  objek  sengketa  aquo,  

menuru t  kete rangan   saks i           M.  ANTON,  ABDUL 
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RASYID,  ZULKARNAIN  dan  EKO WARDIONO yang   dia jukan  

oleh  para  pihak  d i  depan  pers idangan  dibawah  sumpah 

menerangkan  bahwa  masyaraka t  warga  RT  I I  C 

menyampaikan  asp i ras i  kepada  BPD   desa  jembayan  

berka i t an  dengan    perse tu j uan  warga  RT I I  C desa  

jembayan  untuk  pengant i an  ketua  RT I I  C desa  jembayan  

yang   dikua tkan  dengan   bukt i  T.3 ,  berupa  daf ta r  had i r  

penyampaian  asp i ras i  RT I I  C untuk   penggant i an  Ketua  

RT. I I  C  te r t angga l  9  oktober  2009,  bukt i  T.4  berupa  

Ber i t a  Acara   penyampaian  asp i ras i  warga  RT. I I  C 

tangga l   9  0ktober   2009  ser ta  T.5  berupa  asp i ras i  

masyaraka t  yang  te rd i r i  dar i  8  (de lapan)  i t em  ke luhan  

masyaraka t  te rhadap  k ine r j a  Ketua  RT  I I  C  desa  

jembayan  Kecamatan   Loa  Kulu  Kabupaten   Kuta i  

kar tanegara ,

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  sesua i  dengan   bukt i  

T.7  yang   berupa  per iha l  t i ndak  lan ju t  asp i ras i  warga  

RT  I I  C yang   d i te rb i t k an  o leh  BPD desa  Jembayan  

Kecamatan   Loa  Kulu  Kabupaten   Kuta i  kar tanegara  

Nomor   006/SR- BPD/JBY/X/2009  tangga l   13 Oktober   2009  

yang   di tu j u kan  kepada   Kepala  Desa   Jembayan  pada  

pokoknya  memohon   untuk   segera  menindak lan j u t i  

ke ing i nan  warga  RT I I  c  untuk   menggant i  Ketua  RT I I  c  

sesua i  dengan   has i l  rapa t  BPD tangga l   9  Oktober  

2009   (v i de  bukt i  T – 7 )

Menimbang,  bahwa   se lan ju t nya  te rhadap   sura t  

bukt i  T.8  te rsebu t   o leh  Terguga t  Kepala  Desa jembayan  

mengeluarkan  sura t  Nomor:  400/1576 /ASP/JBY/X/2009  

per iha l  Tindak  Lanju t  Aspi ras i  Warga  RT. I I .C  yang  

di tu j u kan  kepada  Kadus  1 Jembayan;  

Menimbang,  bahwa   sesua i  bukt i  T  –  10   berupa  
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Sura t  Keputusan   Kepala  Desa   jembayan  Nomor  

141/154 /SK.RT/JBY/X/2009  ten tang   pengangkatan  ketua  

RT dalam  wi layah  desa  jembayan  te r t angga l  19  Oktober  

2009   yang  da lam  lampi rannya  berbuny i  memberhent i kan  

Sdr .  Syamsu Ar jan i  (  Penggugat )  sebaga i   ketua  RT I I  C 

dan  mengangkat  M.Darmawan  kadus  I  jembayan  sebaga i  

penjaba t  sementara  RT.  I I  C.  Desa  jembayan  Kecamatan  

Loa Kulu  Kabupaten   Kuta i  Kar tanegara  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keten tuan  pera tu ran  

perundang- undangan  te rsebu t  d ia tas  dihubungkan  dengan  

fak ta - fak ta  hukum te rsebu t ,  Maje l i s  Hakim  berpendapat  

bahwa  pemberhent i an  Penggugat  se laku  ketua  RT I I  C 

Desa  Jembayan  dan   menggangkat  kadus  I  jembayan  

sebaga i   penjaba t  sementara  RT.  I I  C.  Desa  jembayan  

adalah  berasa l  dar i  asp i ras i  masyaraka t  RT. I I  C desa  

jembayan  yang  disampaikan  mela lu i  lembaga  Badan 

Permusyawara tan  Desa,  yang  kemudian  d i t i n dak  lan ju t i  

o leh  kepa la  desa  jembayan  dengan  menerb i t kan  sura t  

keputusan  ob jek  sengketa ,  seh ingga  Kepala  Desa 

Jembayan  da lam  penerb i t an  obyek  sengketa   adalah  

merupakan  t i i n dak l an j u t  asp i ras i  masyaraka t  

sebaga imana  dimaksud  Perda   Kuta i  Kar tanegara  Nomor  8 

tahun  2006  ten tang  BPD  Pasa l  4  huru f  e  yang  

menyebutkan  bahwa  “  BPD mempunyai  wewenang  menggal i  

menampung,  menghimpun  merumuskan  dan  menyalu rkan  

asp i ras i  masyaraka t ”  dan  se lan ju t nya  pada  Pasal  26 

ayat  (1 )  PP 72  tahun  2005  ten tang  desa  menyebutkan  

bahwa :  “ Perangkat  Desa  la i nnya  diangka t  o leh  Kepala  

Desa dar i  penduduk  desa” ,  dan  bahwa BPD bersama kepa la  

desa  ber fungs i  menampung  dan  menyalu rkan  asp i ras i  

masyaraka t .

Menimbang,  bahwa  dar i  ura ian - ura ian  per t imbangan  
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hukum  dia tas  Maje l i s  Hakim  berkes impu lan  bahwa 

pelaksanaan  atau  proses- proses  yang  di l akukan  oleh  

Terguga t  dalam  menerb i t kan  Keputusan  Objek  sengketa  

adalah  te l ah  sesua i  dengan  prosedura l  admin i s t r a t i f  

dan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  maka 

bera lasan  hukum te rhadap  gugatan  Penggugat  dinya takan  

di to l a k  untuk  se lu ruhnya ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Penggugat  

d inya takan  di t o l a k  maka te rhadap  Permohonan  Penundaan  

Penggugat  t i dak  akan diper t imbangkan  leb i h  lan ju t

Menimbang,  bahwa  karena  gugatan  Penggugat  

d i to l a k ,  maka  bera lasan  kepada  Penggugat  d ibebankan  

untuk  membayar  sega la  b iaya  yang  t imbu l  da lam perka ra  

in i  yang  jumlahnya  akan  disebu t  da lam amar  putusan  in i  

;

Menimbang,  bahwa  mengenai  a la t  bukt i  berupa  bukt i -

bukt i  sura t ,  ba ik  yang  dia jukan  oleh  Penggugat  maupun 

Terguga t   yang  t i dak  d iper t imbangkan  dan  dianggap  

t i dak  re levan  dengan  perka ra  in i ,  namun  te tap  akan  

di l amp i r kan  da lam berkas  perkara  ;

Menimbang,  bahwa  sega la  sesuatu  yang  te r j ad i  di  

pers idangan  te rcan tum  dalam  Ber i t a  Acara  Pers idangan  

sengketa  in i  dan  merupakan  satu  kesatuan  yang  t i dak  

te rp i sahkan  dengan putusan  in i  ;

Menginga t ,  Undang- undang  51  Tahun  2009  Ten t ang  

Perubahan  kedua  a t a s  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

t en t a n g  Perad i l a n  Tata  Usaha  Negar a ,  Pera t u r a n  

Pemer i n t a h  Nomor   72  t ahun  2005  t en t a n g  Desa ,  

Pera t u r a n  Mente r i  Dalam  Neger i  Nomor  5  t ahun  2007  

t en t a n g  pena t a a n  ke l embagaan  masya r a k a t  dan  Perda  
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Kuta i  Kar t a n eg a r a  Nomor  8  t ahun  2006  ten t a n g  BPD se r t a  

per a t u r a n  pe rundang - undangan  la i n  yang  berka i t a n  da l am  

perka r a  in i  ;

M E N G A D I  L I

Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya ;

Menghukum Penggugat  untuk  membayar  b iaya  perka ra  yang  

t imbu l  dalam  sengketa  in i  sebesar  Rp.  Rp.311.000 , -  

( .T i ga  Ratus  Sebelas  Ribu  Rupiah) .

Demik ian l ah  d ipu tuskan  da lam rapat  permusyawara tan  

Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Samar inda  

pada  har i  Kamis ,  22  Ju l i  2010  oleh  kami  JOKO SETIONO,  

S.H  sebaga i  Hakim Ketua  Maje l i s ,  PENGKI NURPANJI ,  S.H 

Dan  M.USAHAWAN,  S.H.  masing  –  masing  sebaga i  Hakim 

Anggota ,  putusan  te rsebu t  d ibacakan  dalam s idang  yang  

dinya takan  dibuka  dan  te rbuka  untuk  umum pada  har i  

Selasa ,  27  Ju l i  2010  oleh  Maje l i s  Hakim  te rsebu t ,  

dengan  diban tu  o leh  JIH IM,  S.H  sebaga i  Pani te ra  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Samar inda  dan  dihad i r i  

o leh  Kuasa Hukum Penggugat  dan Kuasa Hukum Tergugat

HAKIM ANGGOTA            HAKIM KETUA 

MAJELIS

PENGKI NURPANJI ,  S.H.         JOKO SETIONO,  

S.H.
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M.USAHAWAN, S.H.

P A N I  T E R A 

J I  H I  M, S.H

CATATAN :

Biaya  perkara  Nomor 39/G/2009 /PTUN.SMD,

Pendaf ta ran  Gugatan  : Rp.     30.000 ;

Panggi l an : Rp.   150.000 ;

Sumpah : Rp.   120.000 ;

Matera i : Rp.       6.000 ;

Redaks i : Rp.       5.000 ;

J u m l  a h : Rp.    311.000 ;

     (T iga  Ratus  Sebelas  Ribu  Rupiah) .
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